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Penulisan ini bertujuan Untuk mengetahui bagaimana mekanisme
pelaksanaan pengisian jabatan pemerintahan melalui sistem seleksi
terbuka di Kabupaten Sinjai dan untuk mengetahui implikasi hukum
pelaksanaan pengisian jabatan pemerintahan melalui sistem seleksi
terbuka di Kabupaten Sinjai.
Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Sinjai, yang merupakan sumber data empiris dalam penelitian ini. Data
dan informasi yang berhasil kemudian akan diolah dan dianalisis secara
mendalam sehingga diperoleh ratio legis mengenai persoalan hukum yang
diteliti.
Hasil penelitian menunjukan bahwa : 1)Mekanisme pengisian jabatan
pemerintahan melalui seleksi terbuka dimulai dengan membentuk panitia
seleksi, Panitia seleksi dibantu oleh tim penilai kompetensi yang
independen, panitia seleksi melakukan koordinasi dengan komisi aparatur
sipil negara. Selanjutnya, diawali pengumuman seleksi pengisian jabatan
beserta tahapan pelaksanaan dan persyaratan pendaftaran. Kemudian
seleksi berkas addministrasi peserta dan hasilnya diumumkan untuk
kemudian dilakukan seleksi kompetensi dan wawancara, 3 calon dengan
nilai tertinggi dinyatakan lulus seleksi, Hasil penilaian beserta peringkatnya
disampaikan kepada pejabat pembina kepegawaian untuk memilih 1 nama
calon pejabat juga diberitahukan kepada KASN. Pengumuman setiap
tahapan dilakukan secara terbuka. 2) Implikasi Hukum pengisian jabatan
pemerintahan dengan seleksi terbuka maupun seleksi tertutup adalah sah
secara hukum karena dilakukan dengan dasaru hukum perundang-
undangan dalam hal ini undang-undang aparatur sipil negara sebagai
landasan hukum pelaksanaannya, juga menerapkan prinsip yang
terkandung dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam upaya
pemerintah melaksanakan reformasi birokrasi untuk menciptakan tata
kelola pemerintahan yang baik.
Kata Kunci: Seleksi Terbuka, Pengisian Jabatan, Jabatan
Pemerintahan.
2ABSTRACT
NURUL FAUZIAH RIDWAN (B11113701), “Mechanism of Filling vacant
positions through an open selection system to the scope of the district
administration of Sinjai, at the direction of guidance Marthen Arie and
Zulfan Hakim.
This research aims to find out how the implementation mechanism of filling
government positions through an open selection system in the district
administration of Sinjai and to know the legal implications of the
implementation of filling government positions through an open selection
system in the district of Sinjai.
This research was conducted in the Office of the Regional Employee
Agency of Sinjai District, which is a source of empirical data in this
research. Data and information that would then processed and analyzed in
depth in order to obtain the ratio legis of the legal issues that researched.
The results showed that: 1) The mechanism for filling the positions of
government through open selection begins by forming a selection
committee, the selection committee is assisted by an assessment
competence team that is independent, the selection committee doing
coordinate with commission of civil state apparatus. Furthermore, the
selection announcement begins filling the positions along the stages of
implementation and registration requirements. Then the selection of
administrative dossiers of participants and the results were announced
and then be selected in competencies and interviews, 3 candidates with
the highest score will be passed the selection, Results of the assessment
along with ranking submitted to the staff employee agency officer for
choosing one candidate's name also notified to KASN. Announcement of
each stage conducted openly. 2) Legal Implications filling government
positions with the selection of open or closed selection was lawful because
it was conducted with the basic statutory law in this case a civil law state
apparatus as the legal basis for its implementation, also apply the
principles contained in the general principles of government, which is well
within the government's efforts to implement reform of the bureaucracy to
create good governance.
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Sebagai negara hukum, Indonesia dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
menegaskan pernyataan konsep Negara Hukum yang tertuang dalam
Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu terjaminnya
kepastian hukum haruslah menjadi jaminan dalam penyelenggaraan
segala urusan yang berkaitan dengan kenegaraan
Negara merupakan kesatuan organisasi jabatan-jabatan
(ambtenorganisatie1) yang menjalankan fungsinya berdasarkan tataran
organ yang disusun sedemikian sistematisnya agar mampu mencapai
tujuan negara secara kolektif dan berkesinambungan. Pencapaian tujuan
tersebut diwujudkan melalui tindakan pemerintah yang merupakan
penggerak nyata dari negara dalam rangka memenuhi kebutuhan
masyarakatnya.
Negara yang diperintahkan oleh UUD NKRI Tahun 1945 adalah
pemerintahan demokratis, desentralistis, bersih dari praktek KKN, serta
yang mampu menyelenggarakan pelayanan publik secara adil. Ketentuan
tentang bentuk pemerintahan seperti tersebut tertuang dalam berbagai
Undang-Undang sebagai pelaksanaan dari UUD NKRI Tahun 1945 yang
merupakan sublimasi cita-cita luhur bangsa sebagaimana tercantum
1 C.S.T. Kansil dan Christine S. T. 2003. Kansil, Sistem Pemerintahan Indonesia, Cet.
Pertama (edisi revisi), PT Bumi Aksara, Jakarta, Hlm.13
2dalam UUD NKRI Tahun 1945. Untuk menyelengarakan pemerintahan
seperti tersebut perlu dibangun aparatur negara yang profesional, bebas,
dari intervensi politik, bersih praktek Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN),
berintegritas tinggi, serta berkemampuan dan kinerja tinggi.
Sumber daya manusia dalam suatu organisasi pelayanan publik
perlu mendapat perhatian khusus seiring dengan tuntutan eksternal yang
memerlukan sumber daya manusia dan kapabilitas dari semua jajaran
aparatur pemerintahan baik di pusat maupun daerah. Fenomena empiris
yang terjadi menjelaskan bahwa menurunnya kepercayaan masyarakat
terhadap pelayanan publik, menuntut pemerintah Indonesia untuk
melakukan perubahan atau reformasi pada aspek-aspek pelayanan publik.
Bagi sektor publik, tanggung jawab besar birokrasi dalam memberi
pelayanan kepada masyarakat harus didukung oleh Sumber Daya
Manusia (SDM) aparatur yang profesional dan kompeten. Dalam konteks
reformasi birokrasi, manajemen sumber daya manusia merupakan salah
satu pilar perbaikan di samping aspek kelembagaan dan sistem.2
Reformasi terhadap aspek-aspek pelayanan publik tentu berkaitan
dengan aparatur sipil negara (ASN) yang menjadi sangat vital terkait
dengan berkembangnya konsep negara hukum yang berkaitan erat
dengan fungsi administrasi negara. Tujuan hukum administrasi negara
diarahkah pada perlindungan hukum bagi rakyat dalam bentuk
pembinaan, pengayoman dan partisipasi. Dalam hubungannya dengan
2 Reformasi: Desain strategis birokrasi, Harian Kompas, Edisi 06 Juni 2011.
3sumber daya manusia, sikap proaktif dari penyelenggara negara
merupakan aspek penting untuk mewujudkan tujuan pembangunan
nasional, dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah
aparatur sipil negara.
Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki kewajiban untuk
melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas
pembangunan tertentu. Tugas pelayanan publik dilakukan dengan
memberikan pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan
administratif yang disediakan Pegawai ASN. Adapun tugas pemerintahan
dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan fungsi umum pemerintahan
yang meliputi pendayagunaan kelembagaan, kepegawaian, dan
ketatalaksanaan. Sedangkan dalam rangka pelaksanaan tugas
pembangunan, tertentu dilakukan melalui pembangunan bangsa serta
melalui pembangunan ekonomi dan sosial yang diarahkan untuk
meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.3
Pembenahan dalam sistem administrasi negara merupakan salah
satu hal terpenting yang perlu dilakukan dalam pencapaian tujuan negara.
Salah satu unsur penyelenggaraan pemerintahan yang perlu untuk
mendapatkan perhatian adalah penataan aparatur pemerintah yang
meliputi penataan kelembagaan birokrasi pemerintahan, sistem, dan
penataan manajemen sumber aparatur sipil negara (ASN). Berkaitan
dengan penataan aparatur pemerintah tersebut, dewasa ini telah terjadi
3 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil
Negara
4perubahan dalam tata kepemerintahan menuju tata kepemerintahan yang
demokratis dan baik (democratic and good governance).4
Apa yang menjadi harapan kita dalam mewujudkan tata
kepemerintahan yang baik (das sollen) dengan upaya yang sudah
dilakukan pemerintah, pada tataran praktek (das sein) masih belum
berjalan sesuai harapan. Masih banyak ditemukan praktek
penyelenggaraan pemerintahan yang menyimpang seperti misalnya
praktek korupsi, fenomena nepotisme yang terjadi dalam pengisian
jabatan, maraknya pungutan liar, praktek suap, penggelembungan
anggaran belanja, dan sebagainya.
Salah satu penyebab terjadinya permasalahan diatas yaitu
kurangnya pemahaman dari aparatur pemerintahan terhadap konsep dari
pemerintahan yang baik itu sendiri, dalam artian bahwa penerapan konsep
pemerintahan yang baik itu sendiri tidak dibarengi dengan kapasitas dan
kapabilitas dari aparatur pemerintahan. Hal ini tentunya akan kembali
pada upaya untuk melakukan peningkatan kualitas dan kemampuan dari
aparatur pemerintahan itu sendiri. Oleh karena itu, untuk
menyempurnakan reformasi birokrasi yang dikehendaki, perlu dilakukan
upaya untuk menempatkan orang-orang atau aparatur yang tepat dalam
mengisi jabatan dalam struktur pemerintahan tersebut (the right man on
4 Miftah Thoha, 2010, Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia, Cet.4, Kencana,
Jakarta, hlm. 1.
5the right place). 5 Untuk mencapai reformasi birokrasi yang tepat, maka
diperlukan mekanisme pengisian jabatan-jabatan secara tepat pula.
Jabatan sebagai sebuah organ yang menentukan dalam suatu
pemerintahan pada dasarnya dibagi kedalam jabatan fungsional dan
jabatan struktural. Baik jabatan fungsional maupun jabatan struktural
sudah seharusnya diisi dengan cara-cara yang baik, jujur dan adil
sehingga tidak melanggar hak asasi setiap orang untuk memperoleh
kesempatan yang sama untuk ikut serta dalam pemerintahan.6 Secara
konstitusional hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam
pemerintahan telah mendapat jaminan yang kuat sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945.
Berbagai mekanisme pengisian jabatan pemerintahan telah
diimplementasikan dalam era pemerintahan pasca reformasi, namun
demikian masih belum dapat menjamin terwujudnya pengisian jabatan
yang bersih. Semangat reformasi birokrasi ini lebih lanjut
diimplementasikan dalam Perpres No. 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, yang menegaskan 6 hal yang
harus diupayakan dalam mewujudkan reformasi birokrasi, yakni7:
1. Terwujudnya pemerintahan kelas dunia;
2. Pemerintahan yang professional;
3. Berintegritas tinggi;
5 Nelson Bastian Nope, 2015, Mutasi Pejabat Fungsional Ke Dalam Jabatan Struktural Di
Era Otonomi Daerah, Yustisia Edisi 92 Mei - Agustus 2015, hlm.67
6 Sri Hartini, dkk., 2010, Hukum Kepegawaian di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.
149
7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025
64. Mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada
masyarakat;
5. Manajemen pemerintahan yang demokratis; dan
6. Mampu menghadapi tantangan pada abad 21.
Dalam prakteknya selama ini, pengangkatan pegawai kedalam
jabatan struktural selama ini masih diwarnai praktek-praktek KKN
sehingga untuk mendapatkan orang yang tepat pada jabatan yang tepat
belum dapat diwujudkan. Prinsip-prinsip profesionalisme, keterbukaan,
tidak diskriminatif, keselarasan gender dan berbasis kompetensi dalam
proses seleksi belum dapat diwujudkan. Terbukti dengan masih
cenderung dilakukan sistem “bagi-bagi” jabatan kepada keluarga maupun
kerabat dari kepala daerah di berbagai daerah.
Untuk menjawab problematika ketidakteraturan mengenai pengisian
jabatan struktural, pemerintah berusaha menjabarkan pengaturannya
melalui Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (KEMENPAN-RB) No. 16 Tahun 2012 Tentang Tata
Cara Pengisian Jabatan Struktural yang Lowong di Instansi Pemerintah.
Peraturan tersebut mengamanatkan bahwa pengangkatan pejabat
struktural dapat dilakukan secara terbuka dengan syarat berdasarkan
peraturan pemerintah. Untuk mengatasi problematika pengisian jabatan
struktural, juga demi menjamin implementasi hak asasi setiap orang dalam
pemerintahan, maka dibuatlah sebuah terobosan tindakan pemerintah
dengan melakukan metode pengisian jabatan secara terbuka.
Mekanisme pengisian jabatan dengan metode seleksi terbuka mulai
menjadi perhatian masyarakat ketika pemerintah daerah provinsi DKI
7Jakarta pada masa kepemimpinan gubernur Joko Widodo melakukan
seleksi terbuka untuk jabatan lurah dan camat pada tahun 2013. Sebelum
Joko Widodo, Bupati Jembrana, Bali Prof. I Gede Winasa dan Walikota
Samarinda Syaharie Ja’ang telah mempelopori pemberlakuan promosi
jabatan eselon II, III dan IV secara terbuka dengan merujuk pada Surat
Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (KEMENPAN-RB) No. 16 Tahun 2012 Tentang Tata Cara
Pengisian Jabatan Struktural yang Lowong di Instansi Pemerintah,
meskipun pada saat itu kebijakan ini kurang popular di kalangan
masyarakat8.
Bertolak dari keberhasilan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi
DKI Jakarta, kebijakan pengisian jabatan pemerintahan melalui metode
seleksi terbuka kemudian diikuti oleh berbagai instansi lain mulai dari
kementerian, pemerintah provinsi, sampai dengan pemerintah kabupaten
di berbagai daerah di Indonesia.
Demikian pula yang telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten
Sinjai yang melaksanakan pengisian jabatan melalui mekanisme seleksi
terbuka untuk mengisi beberapa jabatan yang lowong. Pemerintah
Kabupaten Sinjai melalui Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai telah melaksanakan lelang
jabatan pada 4 jabatan eselon II. Keempat jabatan tersebut adalah
Sekretaris DPRD, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Sosial Tenaga
8 Promosi Terbuka Jabatan Struktural, Dikutip dari laman web
http://samarinda.lan.go.id/promosi_terbuka_jabatan_struktural_150.htm# diakses pada
tanggal 5 Oktober 2016 Pukul 20.15
8Kerja dan Transmigrasi serta Kepala dinas Energi dan Sumberdaya
Mineral.9 Namun dalam mekanisme pelaksanaan yang diakses melalui
situs resmi sinjaipos ada beberapa mekanisme dalam UU ASN yang
menurut hemat penulis tidak sejalan dalam pelaksanaan pengisian jabatan
melalui sistem seleksi terbuka di Kab.Sinjai.
Dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang
Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang mengamanatkan pola manajemen
karir dilaksanakan dengan promosi dan Seleksi terbuka. Diharapkan
dengan implementasi kebijakan ini jabatan pemerintahan sebagai amanat
rakyat dapat diemban oleh ASN yang memiliki kompetensi dan
profesionalitas yang baik sekaligus memiliki integritas dan moralitas yang
baik pula.
Pandangan baru dalam bidang kepegawaian muncul dalam
substansi UU ASN ini. Beberapa pengertian diantaranya penerapan
Sistem Merit dalam kebijakan dan manajemen ASN. Terdapat dua poin
penting dalam UU ASN yang erat kaitannya dengan reformasi birokrasi
dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan demokratis
yaitu adanya penerapan Sistem Merit dalam kebijakan dan dibentuknya
sebuah Komisi Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut KASN) yang
merupakan lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi
politik.
9 Dikutip dari laman web http://sinjaipos.com/pemda-sinjai-lelang-empat-jabatan-eselon-ii/
diakses pada tanggal 05 Oktober 2016
9Dalam pasal 1 angka 5 UU ASN menyatakan bahwa Manajemen
ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang
professional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi
politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun yang
dimaksud dengan Sistem Merit sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka
22 UU ASN yaitu kebijakan dan Manajemn ASN yang berdasarkan pada
kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa
membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul,
jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
Manajemen ASN yang di dalamnya meliputi juga aspek pengadaan,
pangkat dan jabatan serta promosi sebagaimana diatur dalam Pasal 51
UU ASN harus berdasarkan Sistem Merit.
Persoalan yang kemudian relevan untuk dibahas adalah memahami
keterkaitan antara mekanisme pengangkatan PNS dalam jabatan
struktural melalui seleksi terbuka atau “lelang jabatan” dengan Manajemen
ASN yang harus diselenggarakan berdasarkan Sistem Merit serta ruang
lingkup dari kewenangan KASN dalam pelaksanaan seleksi terbuka.
Pembahasan mengenai sistem merit dalam kaitannya dengan promosi
jabatan secara terbuka didalam UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN dan
kewenangan dari KASN dalam hal ini merupakan bagian yang tidak dapat
dipisahkan dari agenda reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata
pemerintahan yang baik dan demokratis.
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Berdasarkan uraian yang penulis paparkan sebelumnya menyangkut
pengisian jabatan struktural melalui seleksi terbuka, maka penulis menjadi
sangat tertarik untuk membahasnya lebih lanjut, khususnya menyangkut
mekanisme dalam pengisian jabatan struktural secara terbuka tersebut,
dalam sebuah karya tulis atau skripsi yang berjudul: Mekanisme Pengisian
Jabatan Yang Lowong Melalui Sistem Seleksi Terbuka Pada Lingkup
Pemerintahan Kabupaten Sinjai.
1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan permasalahan sebagaimana dipaparkan pada bagian
latar belakang masalah di atas, maka penulis membatasi fokus
permasalahan dengan rumusan sebagai berikut:
1. Bagaimanakah mekanisme pelaksanaan pengisian jabatan
pemerintahan melalui sistem seleksi terbuka di Kabupaten Sinjai?
2. Bagaimanakah implikasi hukum pelaksanaan pengisian jabatan
pemerintahan melalui sistem seleksi terbuka di Kabupaten Sinjai?
1.3. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian melalui penulisan
tesis ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan
pengisian jabatan pemerintahan melalui sistem seleksi terbuka di
Kabupaten Sinjai.
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2. Untuk mengetahui implikasi hukum pelaksanaan pengisian





2.1. Tinjauan Umum Tentang Pemerintah
2.1.1. Tinjauan Mengenai Pemerintah
Istilah  pemerintah  berasal  dari  kata  “perintah”  yang  berarti
menyuruh  melakukan  sesuatu.  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa
pemerintah  adalah  kekuasaan  memerintah  sesuatu  negara  (daerah
negara)  atau  badan  yang  tertinggi  yang  memerintah  sesuatu  negara
seperti  kabinet  merupakan  suatu  pemerintah. Istilah pemerintahan
diartikan  dengan  perbuatan  (cara,  hal urusan  dan sebagainya)
memerintahkan.10
Pemerintah dalam arti luas itu mencakup semua alat kelengkapan
negara, yang pada pokoknya terdiri dari cabang-cabang kekuasaan
eksekutif, legislatif, dan yudisial atau alat-alat kelengkapan negara lain
yang bertindak untuk dan atas nama negara, sedangkan dalam pengertian
sempit pemerintah adalah cabang kekuasaan eksekutif.11
Pemerintah  adalah  organisasi  yang  memiliki  kekuasaan  untuk
membuat  dan  menerapkan  hukum  serta  undang-undang  di  wilayah
tertentu.  Ada  beberapa  definisi  mengenai  sistem  pemerintahan.  Sama
halnya,  terdapat  bermacam-macam jenis  pemerintahan  di  dunia.
10 Sri Hartini, dkk, 2010, Op.Cit, hlm 7.
11 Bagir Manan dan Kuntana Magnar, 1997, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara
Indonesia, dalam Ridwan HR, 2013, Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi, PT Raja
Grafindo Persada, Jakarta, hlm 30-31.
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Pemerintah  Secara  etimologis  kata  pemerintahan  berasal  dari kata
perintah, yang dapat diartikan sebagai berikut:12
a) Melakukan pekerjaan menyuruh/perkataan yang menyuruh
melakukan sesuatu;
b) Badan yang melakukan kekuasaan memerintah/kekuasaan
memerintah suatu negara (daerah negara) atau badan negara
tertinggi yang memerintah suatu negara (seperti kabinet
termasuk pemerintahan);
c) Perbuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah
tersebut. Dari pengertian tersebut terdapat perbedaan antara
pemerintah dengan pemerintahan. Pemerintah  dapat  diartikan
sebagai kekuasaan memerintah suatu negara, sedangkan
pemerintahan sebagai perbuatan atau cara dalam memerintah.
Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan
publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang
melalui hubungan pemerintahan sehingga setiap anggota masyarakat
yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan
tuntutan dan harapan yang diperintah. Dalam hubungan itu, bahkan warga
negara asing atau siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah
(legal)  di wilayah Indonesia berhak menerima layanan sipil tertentu,
pemerintah wajib melayaninya.13
Pemerintah maupun yang diperintah berada pada berbagai posisi
dan melakukan berbagai peran satu terhadap yang lain, baik timbal balik
maupun searah, seimbang maupun tidak. Hal inilah yang kemudian
membentuk sebuah hubungan pemerintahan.
12 Muhaemin, Pengertian Pemerintah dan Pemerintahan. Diakses Melalui
http://www.slideshare.net/Muhaemin93/pengertian-pemerintah-dan-pemerintahan pada
tanggal 7 Oktober 2016 Pukul 16.21 Wita.
13 Taliziduhu Ndraha, 2003, Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) 1, Rineka Cipta,
Jakarta, hlm.6
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Berbagai konsep tentang pemerintah antara lain14:
1. Pemerintah dalam arti sempit yaitu lembaga negara yang
memegang kekuasaan eksekutif saja.
2. Pemerintah dalam arti luas adalah semua lembaga negara
yang oleh konstitusi negara disebut sebagai pemegang
kekuasaan pemerintahan. Hal ini telah diatur dalam UUD 1945,
di mana dinyatakan bahwa kekuasaan pemerintahan meliputi
fungsi legislatif dan fungsi eksekutif. Bahkan kepada presiden
dilimpahkan “concentration of power and responsibility”
(terpusat pada kekuasaan dan tanggung jawab).
3. Pemerintah dalam konsep pemerintah pusat, yaitu pengguna
kekuasaan negara pada tingkat pusat (tertinggi); pada
umumnya dihadapkan pada konsep pemerintah daerah.
4. Pemerintah dalam konsep pemerintah daerah. Berbeda dengan
pemerintah pusat yang dianggap mewakili negara, pemerintah
daerah dianggap mewakili masyarakat karena daerah adalah
masyarakat hukum yang tertentu batas-batasnya.
Dalam perkembangannya, pemerintahan negara mengalami
perubahan-perubahan yang mempunyai dampak pada fungsi pemerintah
dalam kebijakan terhadap pelayanan publik15:
1. Negara sebagai political state, sehingga pemerintah
menjalankan empat fungsi pokok yang dikenal dengan the
clasical function of government, yaitu: memelihara ketertiban,
pertahanan keamanan, fungsi diplomatik dan fungsi
perpajakan.
2. Negara sebagai lawstate, maka pemerintah menjalankan fungsi
pengaturan, perlindungan, peradilan terhadap warga dalam
kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berpemerintahan
guna menjamin dalam kepastian dan kesamaan di muka
hukum.
3. Negara sebagai welfarestate: pemerintah menjalankan fungsi
keadilan, kemakmuran dan untuk mewujudkan kesejahteraan
rakyat.
Karena luasnya daerah-daerah di negara kita yang terbagi-bagi atas
beberapa provinsi, kabupaten serta kota maka daerah-daerah tersebut




memiliki pemerintahan daerah dengan maksud guna mempermudah
kinerja pemerintah pusat terhadap daerahnya sehingga digunakanlah
suatu asas yang dinamakan asas otonomi sesuai dengan yang diatur
dalam pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Maka dari itu pemerintahan daerah menjalankan
otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-
undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat, sehingga dalam hal
ini menimbulkan suatu hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan
pemerintah di daerah.
Pemerintah mengeluarkan dasar hukum yang mengatur pelaksanaan
pemerintahan salah satunya yang mengatur pembagian urusan dan
kewenangan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa
Urusan Pemerintahan terdiri atas:
a. Urusan pemerintahan absolut meruapakan urusan pemerinthan
yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat
yang meliputi politik luar negeri (misalnya menetapkan kebijakan
luar negeri, mengadakan perjanjian kerjasama dengan negar
lain, dan sebagainya), pertahanan (misalnya mendirikan dan
membentuk angkatan bersenjata, menyatakan damai dan
perang, dan lain sebagainya), keamanan (misalnya membentuk
kepolisian negara, menetapkan kebijakan keamanan nasional
dan lain sebagainya), yurtisi (misalnya mendirikan lembaga
peradilan, mengangkat hakim dan jaksa, dan lain sebagainya),
moneter dan fiskal nasional (misalnya mencetak uang,
menentukan nilai mata uang dan lain sebagainya) dan agama
(misalnya menetapkan hari libur keagamaan, memberikan
pengakuan terhadap keberadaan suatu agama dan lain
sebagainya). Berdasarkan hal inilah pada Pemerintahan Pusat
dibentuk Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan,
Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan dan
Kementerian Agama, dimana Pemerintah Daerah tidak boleh
membentuk kelembagaan ini, maka itulah dalam rangka
menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut ini masing-
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masing Kementerian melimpahkan wewenang kepada Instansi
Vertikal yang ada didaerah atau Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat berdasarkan azas Dekonsentrasi dan artinya
adalah sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat di
Daerah dibentuklah Kantor Wilayah, seperti Kanwil Kementerian
Agama, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, dan lain
sebagainya.
b. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan
yang dibagi antara pemerintahan pusat dan daerah provinsi dan
daerah kabupaten/kota, yang terbagi atas urusan Pemerintahan
Wajib dan urusan pemerintah pilihan. Melihat pengerian ini,
bahwa urusan Konkuren adalah urusan-urusan yang
dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Pusat,
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tetapi
sesuai dengan kewenangan sebagaiman yang diatur dalam
lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Memang
berbeda dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, bahwa
pwmbagian urusan dan kewenangan diatur tersendiri oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007, sedangkan dalam
Undang-Undang yang terbaru pembagian urusan dan
kewenangan merupakan satu kesatuan dengan Undang-
Undang Pemerintahan Daerah yang dituangkan dalam lampiran
tersendiri. Urusan wajib adalah segala bentuk urusan
pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintahan yang
terkait dengan Pelayanan Dasar dan tidak berkaitan dengan
Pelayanan Dasar.
c. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan
yang meliputi antara lain : pembinaan wawasan kebangsaan
dan ketahanan nasional dalam rangka pengamalan Pancasila,
pelaksanaan UUD 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta
pemertahanan dan pemeliharaan kautuhan NKRI, pembinaan
persatuan dan kesatuan bangsa, pembinaan kerukunan antar
suku dan umat beragama, penanganan konflik sosial, koordinasi
pelaksanaan tugas, pengembangan kehidupan demokrasi dan
pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan
merupakan kewenangan Daerah dan dilaksanakan oleh Instansi
Vertikal.
2.1.2. Tinjauan Mengenai Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah menurut Ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah
penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan
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dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dalam Pasal 18A UUD NRI 1945 ayat (1) dan (2) dijelaskan
mengenai hubungan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah
daerah. Dimana pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan
pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan
pemerintahan daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan
wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya
alam, dan sumber daya lainnya.
Pembentukan pemerintah daerah sesuai dengan amanat pasal 18
UUD Negara RI Tahun 1945, telah melahirkan berbagai produk undang-
undang dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang
pemerintahan daerah, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945,
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1957, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang ini
dilakukan perubahan menyangkut pelaksanaan pemilihan kepala daerah
tetapi substansi kebijakan pengelolaan pemerintah daerah tidak
mengalami perubahan. Terakhir adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 yang kemudian dilakukan perubahan dalam Perppu No 2 Tahun
2014. Perppu tersebut hanya membatalkan 2 pasal yakni pasal yang
mengatur pemilihan kepala daerah oleh DPRD, dan kemudian
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disempurnakan lagi ke dalam Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015
Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah.
Dalam pasal 18A UUD Negara RI Tahun 1945, diamanatkan tentang
Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah
provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan
kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan
dan keragaman daerah. Disamping itu hubungan keuangan, pelayanan
umum, pemanfaatan sumberdaya alam serta sumber daya lain antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara
adil dan selaras berdasarkan undang-undang.
Wewenang pemerintah adalah kekuasaan yang ada pada
pemerintah untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berdasarkan
peraturan perundang- undangan. Dengan kata lain, wewenang merupakan
kekuasaan yang mempunyai landasan untuk mengambil tindakan atau
perbuatan hukum agar tidak timbul akibat hukum, yakni terwujudnya
kesewenang-wenangan (onwetmating). Keseluruhan pelaksanaan dari
wewenang pemerintahan dilakukan atau dilaksanakan oleh pemerintah,
tanpa adanya wewenang pemerintahan maka tentunya pemerintah tidak
akan dapat melakukan suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan.16
Pemerintah daerah merupakan subsistem dari Negara Kesatuan
Republik Indonesia, untuk itu maka tugas-tugas negara/pemerintah
16 Ridwan HR, 2007, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, h. 102.
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merupakan tugas-tugas pemerintah daerah juga namun tidak semua
tugas-tugas ataupun urusan-urusan pemerintahan diserahkan kepada
daerah dengan pertimbangan keadaan dan kemampuan daerah serta
kepentingan nasional.17 Dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan
dan masyarakat sebagai pihak yang diperintah seyogyanya berada pada
posisi yang seimbang.
Pemerintah merupakan suatu organisasi yang mempunyai tujuan
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat.
Kemampuan aparatur yang ada di lembaga pemerintah sangat penting arti
dan keberadaannya dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada
publik. Sarana dan prasarana yang lengkap tanpa ditunjang dengan
kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, maka
lembaga tersebut sulit untuk maju dan berkembang.18
Pengembangan kemampuan SDM pada hakekatnya adalah dalam
rangka meningkatkan kemampuan sehingga dapat dicapai efektivitas
pelayanan pemerintah kepada masyarakat berdasarkan ukuran dan target
yang diharapkan. Desentralisasi telah melahirkan adanya otonomi daerah.
Dengan lahirnya otonomi daerah, setiap daerah dibagi kedalam beberapa
wilayah yang meliputi wilayah provinsi, kabupaten dan kota.19
Peran pemerintah daerah sangat penting dalam menciptakan iklim
pemerintahan daerah yang lebih maju dan mampu menghasilkan
17 Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah
18 Aras Aira, 2013, Jurnal, Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Tahun
2013, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Hlm. 23
19 Ibid. Hlm.24
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pembangunan yang merata, luas dan bertanggung jawab. Pada era
otonomi setiap daerah harus berusaha menggali potensi yang dimiliki
daerah.
Menurut Misdyanti dan Kartasapoetra Pemerintah Daerah adalah20:
“Penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dengan kata lain,
Pemerintah Daerah adalah pemegang kemudi dalam pelaksanaan
kegiatan pemerintahan daerah”
Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah adalah selaras
dengan azas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan dapat
diwujudkan dalam fungsi-fungsi pemerintah daerah. Adapun fungsi
pemerintah daerah menurut Misdyanti dan R.G. Kartasapoetra adalah21:
1. Fungsi otonomi dari pemerintah daerah adalah melaksanakan
segala urusan yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat
maupun daerah yang lebih tinggi tingkatannya.
2. Fungsi pembantuan Merupakan fungsi untuk turut serta dalam
melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada
pemerintah daerah oleh pusat atau pemerintah daerah tingkat
atasnya dengan kewajiban mempertanggung jawabkan kepada
yang menugaskannya.
3. Fungsi Pembangunan, Fungsi ini untuk meningkatkan laju
pembangunan dan menambah kemajuan masyarakat sehingga
tuntutan dari masyarakatpun semakin berkembang dan kompleks




d. pemeliharaan serta perlindungan kepentingan umum.
Fungsi pemerintah daerah diatas dapat dikatakan bahwa pembinaan
wilayah adalah upaya dari pemerintah daerah untuk meningkatkan sumber
20 Misdyanti dan Kartasapoetra, 1993, Fungsi Pemerintah Daerah dalam Pembuatan
Peraturan Daerah, Bumi Aksara, Jakarta, hlm.17
21 Ibid
22 Ibid, hlm. 20-27
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daya wilayah yang masih tertinggal, dimana wilayah-wilayah tersebut
dapat diupayakan untuk meningkatkan sumber daya yang dimilikinya demi
meningkatkan wilayahnya.
Adapun upaya pemerintah daerah mengenai pembinaan masyarakat
adalah salah satu upaya dari pemerintah daerah untuk meningkatkan
sumber daya manusia yang ada dalam suatu wilayah agar lebih mandiri
dan berkualitas demi kesejahteraan keluarga dan masyarakat.
Selain fungsi pembinaan wilayah dan pembinaan masyarakat diatas
maka fungsi lain dari pemerintah adalah pemberian pelayanan,
pemeliharaan serta perlindungan kepentingan umum merupakan salah
satu fungsi pemerintah sebagai birokrasi dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan dari pemerintah
karena fungsi dari pemerintah itu sendiri adalah memberikan pelayanan.
Misalnya pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan
perlindungan kepentingan umum bagi masyarakat lemah yang ditindas
oleh kaum penguasa. Perlindungan yang diberikan kepada masyarakat
dengan cara memberikan advokasi terhadap kaum-kaum tertindas,
misalnya adanya Lembaga Bantuan Hukum (LBH).
Pemerintah daerah yang merupakan sub-sistem dari sistem
penyelenggaraan pemerintahan nasional memiliki kewenangan untuk
mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan untuk
mengatur dan mengurus rumah tangga ini mengandung tiga hal utama
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didalamnya, yaitu23: pertama, Pemberian tugas dan wewenang untuk
menyelesaikan suatu kewenangan yang sudah diserahkan kepada
Pemerintah Daerah; kedua, Pemberian kepercayaan dan wewenang untuk
memikirkan, mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara
penyelesaian tugas tersebut dan ketiga, dalam upaya memikirkan,
mengambil inisiatif dan mengambil keputusan tersebut mengikutsertakan
masyarakat baik secara langsung maupun DPRD. Kewenangan
pemerintahan daerah, meliputi kewenangan membuat Peraturan Daerah
(zelf wetgeving) dan penyelenggaraan pemerintahan (zelfbestuur) yang
diemban secara demokratis.24 Jadi pelaksanaan Pemerintah Daerah tidak
terlepas dari asas desentralisasi dan otonomi daerah.
2.1.3. Tinjauan Umum Badan Kepegawaian Daerah
Badan Kepegawaian Daerah merupakan bagian dari suatu tatanan
pemerintahan yang memegang peranan di dalam sistem pemerintahan di
Indonesia, yaitu sebagai fasilitator serta sebagai dinamisator. Pemerintah
bertindak mewakili kepentingan seluruh masyarakat, sehingga dalam
menjalankan peranan tersebut, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk
meningkatkan manajemen pemerintahan yang lebih efisien, efektif, bersih,
akuntabel serta berorientasi pada hasil.25
23 Setya Retnami, 2000, Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, Kantor
Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, Jakarta, hlm 1.
24 M. Laica Marzuki, 1999, Hukum dan Pembangunan Daerah Otonom, Kertas kerja
PSKMP – LPPM Unhas, Makassar, 1999, hlm. 12.
25 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Garut, 2015, Laporan Kinerja Badan
Kepegawaian Daerah Tahun 2014, Diakses melalui laman web:
https://garutkab.go.id/download_files/article/bappeda/lakip/BKD.pdf
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Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan penjelasan atas
UU nomor 43 tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian, diuraikan
pada bagian umum, kelancaran penyelenggaraantugas pemerintahan dan
pembangunan nasional sangat tergantung pada kemampuan aparatur
negara khususnya aparatur sipil negara. Maka dari itu sangat dibutuhkan
aparatur sipil negara yang jujur dan melaksanakan tugas sesuai dengan
aturan serta taat pada Pancasila dan UUD NRI 1945.
Badan Kepegawaian Daerah dibentuk setelah pelaksanaan otonomi
daerah tahun 1999. Badan ini yang mengurusi administrasi kepegawaian
pemerintah daerah baik di pemerintah daerah kabupaten/kota maupun
pemerintah daerah provinsi. Hampir sebagian besar BKD hanya di tingkat
kabupaten/kota sedangkan di tingkat provinsi banyak yang masih
menggunakan biro yakni Biro Kepegawaian.26
Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah disebutkan kewenangan mengatur kepegawaian mulai
dari rekrutmen sampai dengan pensiun berada di kabupaten/kota.
Pembentukan BKD pada umumnya didasarkan pada Peraturan Daerah
masing-masing. Sebelum pelaksanaan otonomi daerah semua urusan
kepegawaian berada di pemerintah pusat adapun yang ada di daerah




Sebagaimana diketahui bahwa BKD mempunyai peran yang sangat
penting dalam melakukan Rekrutmen CPNS disetiap wilayah indonesia.
Karena dalam suatu Organisasi Pegawai merupakan unsur penting
sebagai motor penggerak yang akan menjalankan roda organisasi
mencapai tujuan, sejalan dengan itu maka lembaga yang
mengelola/menangani kepegawaian harus mendapat perhatian agar dapat
diwujudkan dan dibentuk pegawai yang berkualitas, berdedikasi yang
tinggi serta memiliki moralitas.27
Untuk mewujudkan Kepegawaian yang handal, Pemerintah telah
beberapa kali mengadakan penyesuaian atau perubahan terhadap aturan
Kepegawaian mulai dari UU Nomor 8 Tahun 1974 yang diubah dengan
UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok Kepegawaian serta
perubahan terhadap beberapa peraturanpemerintah sebagai tindak lanjut
dari undang-undang Kepegawaian tersebut. Oleh karena lembaga
memegang peranan yang penting maka seiring dengan perkembangan
jaman, serta tuntutan masyarakat yang membawa konsekuensi pada
meningkatnya beban tugas, maka Pemerintah juga mengadakan
peraturan tentang peraturan Kelembagaan yang menangani bidang
Kepegawaian.
Pasal 34A Undang-Undang No.43 Tahun 1999 tentang Perubahan
atas Pokok-pokok Kepegawaian, Undang-Undang No.32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Presiden No. 159 Tahun
27 Ibid
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2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
serta aturan hukum lainnya tidak mengatur tentang kewenangan daerah
dalam menetapkan kebijaksanaan administrasi kepegawaian daerah.
Penetapan kebijaksanaan kepegawaian daerah yang diantaranya
menetapkan norma, standard dan prosedur kepegawaian, penetapan
pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak, kewajiban, serta kedudukan
hukum menjadi wewenang pemerintah.
Tugas Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan
administrasi kepegawaian daerah pada prinsipnya terdiri dari; penyiapan
peraturan daerah di bidang kebijaksanaan teknis kepegawaian, kemudian
penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangat,
pemindahan, penetapan gaji, tunjangan, kesejahteraan dan
pemberhentian PNS Daerah serta pengelolaan sistem informasi
kepegawaian daerah dan menyampaikan setiap informasi kepegawaian
daerah kepada Badan Kepegawaian Negara.28
Semua fungsi tersebut harus sesuai dengan norma, standar, dan
prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Materi yang boleh diatur hanya
mengenai kebijaksanaan teknis kepegawaian daerah, sehingga tidak akan
terjadi perbedaan dalam menetapkan norma, standar dan prosedur
kepegawaian yang pada akhirnya dapat diciptakan kualitas PNS yang
seragam di seluruh Indonesia.
28 Sukamto Satoto, 2004, Pengaturan Eksistensi dan Fungsi Badan Kepegawaian
Negara, Yogyakarta: HK Offset, hlm.72
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Tugas pokok organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupen
Sinjai29, masing-masing Bidang sesuai dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Sinjai Nomor 19 Tahun 2010 sebagai berikut:
1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok
memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh
kegiatan Badan Kepegawaian Daerah.
2. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas
menyelenggarakan subagian tugas Badan Kepegawaian
Daerah meliputi, Urusan Program, Urusan Keuangan dan
Urusan Umum dan Kepegawian.
3. Bidang Data dan Kedudukan Hukum Pegawai, dengan tugas
pokoknya adlah melaksankan sebagaian tugas Badan
Kepegawaian Daerah di Bidang pengumpulan, penataan,
penyimpanan dan pemeliharaan data/dokumentasi
kepegawaian, pengelolaan sistem informasi kepegawaian serta
melaksanakan penyiapan bahan pembinaan hukum dan
penyelesaian status hukum kepegawaian PNS, sesuai dengan
norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan
perundangan.
4. Bidang Mutasi Kepegawaian tugas pokonya adalah membantu
Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan kebijaksanaan
dan mengkoordinasikan kegiatan penyusunan program kerja
dan anggaran Badan di Bidang Kepengkatan dan penggajian,
pemindahan, an Mutasi penempatan pegawai, peralihan status
CPNS menjadi PNS serta penyelesaian administarsi
pemberhentian dan pensiun PNS, serta melaksankan
penyiapan bahan peningkatan kesejahteraan PNS serta
kegiatan lainnya yang berkaitan dengantugas bidang mutasi
29 Dikutip dari laman web http://bkd.sinjaikab.go.id/web/client-profile/ diakses pada
tanggal 20 Oktober 2016.
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kepegawaian, sesuai dengan norma, standar dan prosedur
yang ditetapkan dalam peraturan perundangan.
5. Bidang Pembinaan dan Pengembagan mempunyai tugas yaitu
melaksankan sebagain tugas Badan Kepegawaian Daerah
dalam mengkoordinasikan kegiatan penyusunan program kerja
dan anggaran badan di bidang perencanaan pegawai,
penyusunan formasi dan pengadaan PNS, pembinaan dan
pengembabangan karir serta penetapan norma, standar dan
prosedur pembinaan dan pengembangan PNS, sesuai dengan
norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan
perundangan
6. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur mempunyai tugas
melaksanakan sebgian tugas Badan Kepegawian Daerah
dalam mengkoordinasikan kegiatan penyusunan program kerja
dan anggaran badan di bidang perencanaan dan analisa
kebutuhan diklat sesuai dengan norma, standar dan prosedur
yang ditetapkan dalam peraturan perundangan.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Badan
Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:
1. Perumusan kebijaksanaan tekhnis di bidang kepegawaian
daerah berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh
Bupati.
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan
daerah di bidang kepegawaian daerah.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kepegawaian
daerah.
4. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan,
keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan.
5. Pengelolaan unit pelaksana teknis badan.
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6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya
2.1.4. Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
Pemerintah dalam menjalankan berbagai aktivitasnya wajib
melaksanakan prinsip-prinsip Kepemerintahan Yang Baik (Good
Governance). Dalam hal ini, Good Governance diartikan secara luas
sebagai suatu tata penyelenggaraan pemerintahan yang baik di suatu
negara. Sedangkan, dalam arti sempit, penyelenggaraan pemerintahan
yang baik terutama berkaitan dengan pelaksanaan fungsi administrasi
negara. Dalam kaitan ini, di Negeri Belanda (yang juga diikuti oleh pakar
Hukum Administrasi Negara Indonesia) sejak beberapa waktu yang lalu,
dikenal suatu Asas-asas Umum Penyelenggaraan Administrasi yang baik.
Asas-asas ini, dikenal dengan sebutan AAUPB, berisikan pedoman yang
harus digunakan oleh pelaksana administrasi negara dalam
melaksanakan tugasnya sehari-hari dan juga oleh hakim (administrasi)
untuk menguji keabsahan (validitas) perbuatan hukum atau perbuatan
nyata yang telah dilakukan oleh para pelaksana administrasi negara
tersebut. 30
Istilah Good Governance berasal dari induk bahasa Eropa Latin,
yaitu Gubernare yang diserap oleh bahasa Inggris menjadi Govern, yang
berarti steer (menyetir, mengendalikan), direct (mengarahkan), atau rule
30 Safri Nugraha, Dkk., 2007, Laporan Akhir Tim Kompendium Bidang Hukum:
Pemerintahan Yang Baik, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Jakarta, hlm. 2
29
(memerintah). Penggunaan utama istilah ini dalam bahasa Inggris adalah
to rule with authority, atau memerintah dengan kewenangan.31
Pengertian Pemerintahan yang Baik (Good Governance) menurut
Mardiasmo adalah suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada
pembangunan sektor publik oleh pemerintah yang baik. Good Governance
dengan penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan
bertanggung jawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang
efisien, penghindaran salah alokasi investasi yang langka, dan
penghindaran korupsi baik secara politik maupun administratif,
menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political
frameworks bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan,32
Berkaitan dengan Good Governance, Mardiasmo mengemukakan
bahwa orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan
Good Governance, dimana pengertian dasarnya adalah pemerintahan
yang baik. Kondisi ini berupaya untuk menciptakan suatu
penyelenggaraan pembangunan yang solid dan bertanggung jawab
sejalan dengan prinsip demokrasi, efesiensi, pencegahan korupsi, baik
secara politik maupun administrasi. Tuntutan reformasi yang berkaitan
dengan aparatur negara adalah perlunya mewujudkan administrasi negara
yang mampu mendukung kelancaran dan perpaduan pelaksanaan tugas
31 Djohan Djohermansyah, 2007, Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di
Tingkat Lokal, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 131.
32 Sedermayanti, 2003, Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka
Otonomi Daerah, Mandar Maju, Bandung, hlm. 7
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dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
berdasarkan prinsip Good Governance.
Sedangkan Lembaga Administrasi Negara (LAN) mendefenisikan
good governance sebagai penyelenggaraan pemerintahan negara yang
solid dan bertanggung jawab, serta efisiensi dan efektif dengan menjaga
kesinergisan interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara,
sektor swasta dan masyarakat.33 Good dalam good governence menurut
Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengandung dua pengertian.
Pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak
rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang
dalam pencapaian tujuan (Nasional) kemandirian pembangunan
berkelanjutan dan berkeadilan sosial. Kedua, aspek aspek fungsional dari
pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas-tugasnya
untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.
Sementara UNDP (United Nations Development Programme)
mendefenisikan governance sebagai “the exercise of political, economic,
and admistrative authority to manage a country’s affairs at all levels of
society” (pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi, dan administrasi
dalam mengelola masalah bangsa).34 Karena itu menurut UNDP, ada tiga
model Good Governance, yaitu:
33 Kurniawan, 2005, Transformasi Pelayanan Publik, Pembaharuan, Yogyakarta, hlm. 16
34 Dharma Setyawan Salam, 2004, Otonomi Daerah dalam perspektif lingkungan, Nilai
dan Sumber Daya, Djambatan, Jakarta, hlm. 224.
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1. Kepemerintahan politik (political Governance) yang mengacu pada
proses-proses pembuatan berbagai keputusan untuk perumusan
kebijakan (politicaly/strategy formulation)
2. Kepemerintahan Ekonomi (economic Governance) yang mengacu
pada proses pembuatan keputusan (decision making processes)
yang memfasilitasi kegiatan ekonomi di dalam negeri dan
berinteraksi diantara penyelenggara ekonomi. Kepemerintahan
ekonomi memiliki implikasi terhadap masalah pemerataan,
penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup.
3. Kepemerintahan Administratif (Administrative Governance) yang
mengacu pada sistem implementasi kebijakan.
Sesuai dengan defenisi menurut UNDP bahwa good governance
menyangkut tiga aspek yaitu pemerintah yang baik dalam bidang politik,
ekonomi, dan administrasi atau pembuatan kebijakan-kebijakan.
Governance juga bisa diartikan sebagai mekanisme-mekanisme, proses-
proses, dan institusi- institusi melalui warga negara mengartikulasikan
kepentingan-kepentingan mereka, memediasi perbedaan-perbedaan serta
menggunakan hak dan kewajiban legal mereka. Governance memiliki
hakikat ensensial yaitu bebas dari penyalahgunaan wewenang dan
korupsi dengan pengakuan hak berlandaskan pada pemerintahan
hukum.35
Dalam upaya mewujudkan good governance dan good local
governance, pemerintah telah menetapkan agenda penciptaan tata
kepemerintahan yang baik di Indonesia, agenda tersebut setidaknya
memiliki 5 (lima) sasaran, yaitu36:
1. Berkurangnya secara nyata praktek korupsi kolusi dan
nepotisme di birokrasi, yang dimulai dari jajaran pejabat yang
paling atas;
35 Ibid
36 Bappenas, 2004, Menumbuhkan Kesadaran Tata Kepemerintahan yang baik, Jakarta,
Hlm.15
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2. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan
Pemerintah yang efisien, efektif dan profesional transparan dan
akuntabel;
3. Terhapusnya peraturan dan praktek yang bersifat diskriminatif
terhadap warga;
4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan
kebijakan publik;
5. Terjaminnya konsistensi seluruh peraturan Pemerintah Pusat
dan Pemerinatah
Kunci utama memahami kepemerintahan yang baik adalah
pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya, dan bertolak dari prinsip-
prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan dalam
upaya mewujudkan pemerintahan yang baik. Penilaian terhadap baik-
buruknya pemerintahan bisa dinilai bila telah bersinggungan dengan unsur
prinsip-prinsip good governance.
2.1.5. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik
Secara umum kualitas Pemerintah yang baik dapat tercapai apabila
pemerintah dan instansi publik lainnya secara keseluruhan mampu
bersikap terbuka terhadap ide dan gagasan baru dan responsif terhadap
kepentingan masyarakat. Responsivitas akan meningkat jika masyarakat
memiliki informasi yang lengkap mengenai proses dan implementasi
kebijakan pemerintahan dan pembangunan.37
Dalam disiplin ilmu Hukum Administrasi Negara (HAN) terdapat
beberapa tolok ukur untuk menilai tindakan Negara/Pemerintah apakah
sejalan atau tidak dengan tujuan negara yakni dengan menggunakan
37 Sinambela, 2008, Reformasi Pelayanan Publik, Bumi Aksara, Jakarta, hlm.51
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Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik/AAUPB38, yang secara prinsip
identik dengan nilai-nilai dasar pemerintahan yang baik. Meski demikian,
terdapat perbedaan di antara keduanya yang terletak pada sequen
kehadirannya. Kalau prinsip-prinsip good governance menjadi prasyarat
bagi terciptanya tata pengelolaan negara yang sinergik dan konstruktif,
maka AAUPB merupakan prasyarat bagi terwujud/terformulasikannya
Keputusan Administrasi negara (kebijakan publik/peraturan perundang-
undangan) yang baik.
Asas Umum Pemerintahan yang Baik merupakan prinsip yang
digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat
pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, tantangannya adalah
bagaimana keberadaan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik diakui
secara yuridis formal, agar memiliki kekuatan hukum secara formal.
AAUPB dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik harus dapat
teraktualisasikan dalam kebijakan publik, baik dalam proses penyusunan
maupun materi muatannya. Di samping itu, perlu adanya kejelasan sanksi
hukum terhadap diabaikannya AAUPB dan prinsip-prinsip pemerintahan
yang baik tersebut.39
AAUPB merupakan terjemahan dari Algemene Beginselen van
Behoorlijk Bestuur (ABBB), sebuah istilah dalam Bahasa Belanda. Di
Inggris, prinsip ini dikenal sebagai The Principal of Natural Justice atau
38 Safri Nugraha, Dkk., Op.CIt, Hlm.10
39 Safri Nugraha, Dkk., Op.Cit. Hlm.11
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The General Principles of Good Administration, sementara di Perancis
diistilahkan sebagai Les Principaux Generaux du Droit Coutumier Publique
dan di Belgia disebut sebagai Algemene Rechtsbeginselen, serta di
Jerman dinamakan Allgemeine Grundsätze der Ordnungsgemäßen
Verwaltung.40
Secara umum, menurut L.P. Suetens,41 ABBB diartikan sebagai
prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik (AUPB) yang pada
dasarnya merupakan aturan hukum publik yang wajib diikuti oleh
pengadilan dalam menerapkan hukum positif. Prinsip-prinsip AUPB ini
merupakan kategori khusus dari prinsip-prinsip hukum umum dan
dianggap sebagai sumber formal hukum dalam hukum administrasi,
meskipun biasanya melibatkan hukum yang tidak tertulis.
Istilah ‘asas’ dalam Asas Umum Pemerintahan yang Baik, atau
AUPB, menurut pendapat Bachsan Mustafa dimaksudkan sebagai ‘asas
hukum’, yaitu suatu asas yang menjadi dasar suatu kaidah hukum. Asas
hukum adalah asas yang menjadi dasar pembentukan kaidah-kaidah
hukum, termasuk juga kaidah hukum tata pemerintahan. Pemberlakuan
asas hukum dalam lapangan hukum tata pemerintahan sangat diperlukan,
mengingat kekuasaan aparatur pemerintah memiliki wewenang yang
40 Von Bernd Grzeszick, Erlangen, 2006. Struktur dan perspektif Piagam Hak




istimewa, terlebih dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan dan
kepentingan umum dalam fungsinya sebagai bestuurszorg.42
Guna mewujudkan penerapan asas-asas umum pemerintahan yang
baik dalam pemerintahan diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 30 tahun
2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang dimaksudkan untuk
menciptakan hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang,
menjamin akuntabilitas badan dan/atau Pejabat Pemerintah, serta
memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur
pemerintah.
Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Asas-asas
Umum Pemerintahan yang Baik terdiri dari 8 (delapan) asas sebagai
berikut:
1) Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum
yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan
perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan
dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
2) Asas Kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan
secara seimbang antara:
a. kepentingan individu yang satu dengan kepentingan
individu yang lain;
b. kepentingan individu dengan masyarakat;
c. kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat
asing;
d. kepentingan   kelompok masyarakat yang satu dan
kepentingan kelompok masyarakat yang lain;
e. kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat;
f. kepentingan generasi yang sekarang dan
kepentingan generasi mendatang;
g. kepentingan manusia dan ekosistemnya;
h. kepentingan pria dan wanita
42 Faried Ali, 2012, Hukum Tata Pemerintahan Heteronom dan Otonom, Refika Aditama,
Bandung, hlm. 124.
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3) Asas Ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan
dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau
melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan
mempertimbangkan kepentingan para pihak secara
keseluruhan dan tidak diskriminatif.
4) Asas Kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa
suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada
informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung
legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan
dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan
yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum
Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau
dilakukan.
5) Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan adalah asas yang
mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan
pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan
tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui,
tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan
kewenangan.
6) Asas Keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat
untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang
benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan
pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas
hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
7) Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan
kesejahteraan dan kemanfaatan umum   dengan     cara
yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.
8) Asas Pelayanan Yang Baik adalah asas yang memberikan
pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas,
sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Selain itu dari beberapa asas diatas terdapat pula asas-asas umum
lainnya di luar AUPB yakni asas umum pemerintahan yang baik yang
bersumber dari putusan pengadilan negeri yang tidak dibanding, atau
putusan pengadilan tinggi yang tidak dikasasi atau putusan Mahkamah
Agung.
Sedangkan jika ditinjau dalam Undang-Undang Aparatur Sipil
Negara (UU ASN), Asas Umum Pemerintahan yang Baik disebutkan
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secara eksplisit dalam Pasal 2, meliputi 7 (tujuh) asas. Dalam Pasal 2 UU
ASN menegaskan bahwa Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen
ASN berdasarkan pada asas:
1) Asas kepastian hukum menurut UU ASN adalah “dalam setiap
penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN,
mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan,
kepatutan, dan keadilan. Esensi dan semangat penting yang
dibangun di dalam asas kepastian hukum (legal certainty)
sesungguhnya menghendaki dihormatinya hak-hak hukum
yang diperoleh warga berdasarkan suatu keputusan
kebijakan, sehingga tercipta stabilitas hukum, dalam arti suatu
keputusan yang telah dikeluarkan negara/organisasi harus
berisi kepastian dan tidak begitu mudah untuk dicabut
kembali. Asas kepastian hukum karenanya menekankan
kepada landasan peraturan perundang-undangan dalam
penyelenggaraan pemerintahan, sering kali juga disebut
sebagai asas legalitas. Asas kepastian hukum mengandaikan
bahwa “semua kebijakan dan keputusan/tindakan harus
didasarkan pada landasan hukum yang jelas dan kuat dan
tidak melanggar hukum”.
2) Asas profesionalitas menurut UU ASN adalah mengutamakan
keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Asas profesionalitas
diidentikkan dengan keahlian yang berlandaskan kode etik
dan peraturan perundang–undangan. Asas profesionalitas
merupakan asas penting dalam penyelenggaraan
pemerintahan. Asas ini mengisyaratkan bahwa setiap ASN
sebagai salah satu unsur aparatur negara, yang berperan
selaku pelayan masyarakat harus mempunyai keahlian atau
kemampuan yang tinggi dalam pelaksanaan tugas atau
pekerjaannya.
3) Asas proporsionalitas menurut UU ASN adalah
mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban
Pegawai ASN. Makna dari azas keseimbangan
(proportionality) sesungguhnya menghendaki adanya
keseimbangan yang wajar apabila memuat pemberian sanksi
dalam keputusan kepada yang melakukan
kesalahan/pelanggaran. Sanksi hukuman tersebut hendaknya
seimbang dengan kesalahannya. Prinsip ini mengutamakan
keseimbangan antara hak dan kewajiban aparatur pemerintah,
seperti “adanya keseimbangan antara hukuman jabatan
dengan kelalaian/kealpaan seorang PNS”. Artinya, hukuman
yang dijatuhkan tidak boleh berlebihan sehingga tidak
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seimbang dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai
tersebut. Prinsip ini bermaksud menjamin perlindungan hukum
terhadap pegawai dengan baik, adil, tidak berlebihan. PNS
juga memperoleh gaji dan tunjangan sebagai imbalan atas
pekerjaan/jabatannya sesuai peraturan yang berlaku.  Oleh
karena itu setiap aparatur harus memahami hak dan
kewajibannya dengan sebaik–baiknya, memahami peraturan
perundangan yang berkenaan dengan tugas, fungsi, tanggung
jawab bahkan kewajiban dan larangan yang tidak boleh
dilanggar.
4) Asas keterpaduan adalah pengelolaan Pegawai ASN
didasarkan pada satu sistem pengelolaan yang terpadu
secara nasional.
5) Asas akuntabilitas menurut UU ASN adalah bahwa setiap
kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Pegawai ASN harus
dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prinsip
akuntabilitas disebut juga sebagai prinsip tanggung gugat,
menghendaki bahwa setiap pelaksanaan tugas dan hasil akhir
dari kegiatan pemerintahan dan pembangunan harus dapat
dan wajib dipertanggungjawabkan dengan sebaik–baiknya
pada masyarakat dan para pihak yang terkait sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku. Pertanggungjawaban
kepada masyarakat di samping merupakan kewajiban adalah
juga sewajarnya dilakukan karena rakyat adalah pemegang
kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan UUD NRI 1945.
Unsur-unsur yang terkandung dalam asas akuntabilitas
menurut UU ASN yaitu:
a. Setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan
Pegawai ASN;
b. Harus dapat dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat;
c. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–
undangan.
6) Asas keadilan dan kesetaraan menurut UU ASN 2014 adalah
bahwa pengaturan penyelenggaraan ASN harus
mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk
memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai
Pegawai ASN. Indikator yang termuat di dalam asas keadilan
adalah sesuai dengan hukum dan sesuai dengan porsinya.
7) Asas delegasi adalah bahwa sebagian kewenangan
pengelolaan Pegawai ASN dapat didelegasikan
pelaksanaannya kepada kementerian, lembaga pemerintah
nonkementerian, dan pemerintahdaerah.
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8) Asas netralitas adalah bahwa setiap Pegawai ASN tidak
berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak
memihak kepada kepentingan siapapun
9) Asas efektif dan efisien adalah bahwa dalam
menyelenggarakan Manajemen ASN sesuai dengan target
atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan
yang ditetapkan.
10) Asas keterbukaan adalah bahwa dalam penyelenggaraan
Manajemen ASN bersifat terbuka untuk publik.
11)Asas non-diskriminatif adalah bahwa dalam penyelenggaraan
Manajemen ASN, KASN tidak membedakan perlakuan
berdasarkan jender, suku, agama, ras, dan golongan;
12)Asas persatuan dan kesatuan adalah bahwa Pegawai ASN
sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
13)Asas kesejahteraan adalah bahwa penyelenggaraan ASN
diarahkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup
Pegawai ASN
2.2. Tinjauan Umum Tentang Jabatan
2.2.1. Pengertian Jabatan
Secara etimologi, kata jabatan berasal dari kata dasar “jabat‟ yang
ditambah imbuhan -an, yang berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia
diartikan sebagai “pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi
yang berkenaan dengan pangkat dan kedudukan”.43
Pengertian jabatan yang dapat ditarik dari Penjelasan Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
(selanjutnya disebut UU No 43 Tahun 1999). Dalam Pasal 1 ayat (3)
dijelaskan bahwa  ”Jabatan negeri adalah jabatan dalam bidang esekutif
yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, termasuk
di dalamnya jabatan dalam kesekretariatan lembaga  tertinggi atau tinggi
negara, dan kepaniteraan pengadilan”.
43 Poerwasunata, W.J.S, 2003, Kamus bahasa Indonesia edisi ketiga, Balai Pustaka,
Jakarta.
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Selanjutnya dalam Pasal 1 butir (2) sampai butir (7) UU No 43 Tahun
1999 dijelaskan bahwa:
 Pasal 1 butir (2) “Pejabat yang berwenang adalah pejabat
yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan,
dan memberhentikan pegawai negeri berdasarkan Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku”.
 Pasal 1 Butir (3) “Pejabat yang berwajib adalah pejabat yang
karena jabatan dan tugasnya berwenang melakukan
tindakan hukum berdasarkan Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku”.
 Pasal 1 Butir (4) “Pejabat negara adalah pimpinan dan
anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan pejabat
negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang”.
 Pasal 1 Butir (5)  “Jabatan negeri adalah jabatan dalam
bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan Peraturan
Perundang-Undangan termasuk di dalamnya jabatan dan
kesekretariatan lembaga tertinggi atau tinggi negara, dan
kepaniteraan pengadilan”.
 Pasal 1 Butir (6) “Jabatan karir adalah jabatan struktural dan
fungsional yang hanya dapat diduduki pegawai negeri sipil
setelah memenuhi syarat yang ditentukan”.
 Pasal 1 Butir (7) “Jabatan organik adalah jabatan negeri
yang menjadi tugas pokok pada suatu satuan organisasi
pemerintah”.
Untuk mengetahui pengertian yang lebih luas mengenai jabatan,
dalam kamus jabatan nasional perlu dikemukakan istilah-istilah yang ikut
memberikan penjelasan yaitu44:
1) Unsur atau elemen, ialah komponen yang terkecil suatu
pekerjaan,misalnya memutar, menarik, menggosok, dan
mengangkat.
2) Tugas atau task, ialah sekumpulan unsur yang merupakan
usaha pokok yang dikerjakan karyawan dalam memproses
bahan kerja menjadi hasil kerja dengan alat kerja dan dalam
kondisi jabatan tertentu.
3) Pekerjaan atau job, adalah sekumpulan kedudukan yang
memiliki persamaan dalam tugas-tuigas pokoknya dan
berada dalam satu unit organisasi.
44 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus
Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil
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4) Jabatan  atau occupation adalah sekumpulan pekerjaan
yang berisi tugas-tugas pokok yang mempunyai persamaan,
dan yang telah sesuai dengan satuan organisasi.
Selanjutnya menurut Logeman menetapkan bahwa jabatan adalah45:
“…lingkungan kerja awet dan digaris-batasi, dan  yang
disediakan untuk ditempati oleh pemangku jabatan yang
ditunjuk dan disediakan untuk diwakili  oleh mereka sebagai
pribadi. Dalam sifat pembentukan hal ini harus dinyatakan
dengan jelas.”
Dari pengertian di atas, Logemann menghendaki suatu kepastian
dan kontinuitas pada suatu jabatan supaya organisasi dalam berfungsi
dengan baik. Jabatan  dijalankan oleh pribadi sebagai wakil dalam
kedudukan demikian dan berbuat atas nama jabatan, yang disebut
pemangku jabatan. Apakah pemangku jabatan berwenang mewakilkan
jabatan kepada orang lain? Logemann menjawabnya bahwa “dalam hal ini
perlu ditempatkan pengganti yang diangkat untuk mewakili jabatan itu
dengan sepenuhnya di bawah pimpinan pemangku jabatan”. Inilah yang
menurut Logemann disebut dengan pemangku jamak. Karena ada
pertalian antar jabat-jabatan seperti itu, tampak sebagai suatu kelompok
sebagai satu kesatuan.46
Selanjutnya dikutip dari Utrecht menyatakan bahwa:47
“Jabatan ialah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan
dan dilakukan guna kepentingan negara (kepentingan umum).
Tiap jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang
dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi, yang diberi
nama Negara.”
45 Lukman Hakim, Kewenangan Organ Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan,
Jurnal Konstitusi, Vol. IV, No.1, Juni 2011, Pusat Pengkajian Konstitusi Fakultas Hukum
Universitas Widyagama Malang, hlm. 107
46 Ibid
47 Utrecht, E, 1957, Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia, NV Bali Buku
Indonesia, Jakarta, hlm. 144
42
Yang dimaksud dengan lingkungan tetap ialah suatu lingkungan
pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat, teliti
dan bersifat duurzaam. Jabatan itu subyek hukum, yakni pendukung hak
dan kewajiban (suatu personifikasi), maka dengan sendirinya jabatan itu
dapat melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum itu dapat diatur
baik hukum publik maupun hukum privat.
Dengan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pejabat
adalah seseorang yang mengemban jabatan di suatu instansi atau bidang
tertentu yang mempunyai kewenangan atas apa yang dilakukannya.
Pada dasarnya setiap pegawai mempunyai jabatan karena mereka
direkrut berdasarkan kebutuhan untuk melaksanakan tugas dan fungsi
yang ada dalam organisasi. Prinsip penempatan menurut A.W. Widjaja
adalah the right man on the right place (penempatan orang yang tepat
pada tempat yang tepat). Untuk dapat melaksanakan prinsip ini dengan
baik, ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu :48
a. Adanya analisis tugas jabatan (job analisys) yang baik, suatu
analisis yang menggambarkan tentang ruang lingkup dan sifat-
sifat tugas yang dilaksanakan sesuatu unit organisasi dan syarat-
syarat yang harus dimiliki oleh pejabat yang akan menduduki
jabatan di dalam unit organisasi itu.
b. Adanya Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (kecakapan pegawai)
dari masing-masing pegawai yang terpelihara dengan baik dan
terus-menerus. Dengan adanya penilaian pekerjaan ini dapat
diketahui tentang sifat, kecakapan, disiplin, prestasi kerja, dan
lain-lain dari masing-masing pegawai.
Pengisian jabatan negara dapat dilakukan dengan metode pemilihan
dan/atau pengangkatan pejabat negara secara perorangan maupun
48Sri Hartini, dkk. Op.Cit, hlm.97.
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berkelompok dengan lembaga di tempat mereka bertugas, baik dalam
lembaga negara maupun lembaga pemerintahan, baik pada pemerintah
pusat maupun pemerintah daerah.49
Pemilihan, dalam arti seleksi, berlangsung untuk pejabat mana pun
dalam proses mendapatkan seseorang atau sekelompok orang yang
dikehendaki untuk selanjutnya diproses sampai yang bersangkutan diberi
tugas tetap atau diangkat pada suatu jabatan tertentu. Proses pemilihan
itu berlangsung dengan beragam cara, sehingga hasil akhir pemilihan
itupun beragam pula kualitasnya.
Ada pemilihan yang sangat pendek dan bahkan bersifat serta merta
tanpa banyak pertimbangan-pertimbangan. Pertimbangannya mungkin
karena sudah kenal baik sejak lama, atau memang karena ada hubungan
keluarga, sehingga terpaksa tutup mata walaupun terdapat kekurangan-
kekurangan pada yang dipilih. Tiba di mata dikedipkan, tiba di perut
dikempiskan, demikian kata pepatah lama. Pepatah yang kurang atau
tidak mengindahkan objektivitas.
Ada proses pemilihan yang panjang dan bahkan dirasakan sangat
berbelit-belit. Namun proses yang demikian ini belum tentu menjamin
kebenaran, keadilan, dan objektivitas sehingga diperoleh hasil yang
berkualitas. Ini pun belum tentu menghasilkan seperti yang disyaratkan itu.
Seringkali panjangnya proses itu justru menutupi kekurangan-kekurangan
49 C.S.T. Kansil, 2005, Sistem Pemerintahan Indonesia, Bumi Aksara, Jakarta, Hlm. 222
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dari proses, maupun yang diproses, sehingga tidak banyak orang yang
mengetahui kelemahan proses itu.
Namun tentu ada cara dan proses pemilihan yang lebih baik.
Sebelum seseorang diangkat, diterapkanlah proses pemilihan terbuka
dengan ukuran-ukuran atau standar pemilihan yang diketahui semua
orang tentang kebenaran, keadilan, dan objektivitasnya. Pemilihan yang
terbuka memungkinkan terbuka pula kesempatan seluas-luasnya untuk
mempunyai jumlah calon yang cukup banyak untuk dipilih. Persaingan
secara adil dan terbuka itu akan memberikan umpan balik yang lebih baik.
Penggunaan ukuran dan standar yang teruji kebenaran dan
objektivitasnya akan diterima semua pihak, karena penerapannya
yangsama terhadap semua yang ikut dalam persaingan sehat itu. Artinya,
tidak sedikitpun hal-hal yang disembunyikan yang menimbulkan
kesangsian dan kecurigaan atas kebenaran hasil pemilihan.50
Pemilihan itu akan lebih bermutu lagi hasilnya bilamana yang
memilih itu tidak hanya satu orang. Sebab bagaimanapun, orang itu akan
menyatakan bahwa pemilihan itu sudah berlaku adil dan seobjektif
mungkian, akan tetapi sukar sekali dihilangkan sifat subjektivitasnya
sebagai manusia biasa. Yang Maha adil tentu hanya Tuhan, dan manusia
bukan Tuhan. Adapula proses pengangkatan yang lebih tidak melalui
proses pemilihan secara terbuka, melainkan hanya menjadi wewenang
50 Ibid, Hlm, 222-223
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atau hak penuh dari pejabat tertentu untuk menentukan pejabat dalam
suatu jabatan yang dikehendakinya.
Ciri khas yang melekat pada lembaga pegawai negeri adalah
hubungan dinas publik. Menurut Logemann, bilamana seseorang
mengikat dirinya untuk tunduk pada perintah dari pemerintah untuk
melakukan sesuatu atau beberapa macam jabatan itu dihargai dengan
pemberian gaji dan beberapa keuntungan lain. Berarti inti dari hubungan
dinas publik adalah kewajiban bagi pegawai yang bersangkutan untuk
tunduk pada pengangkatan dalam beberapa macam jabatan tertentu yang
berakibat bahwa pegawai yang bersangkutan tidak menolak (menerima
tanpa syarat) pengangkatannya dalam satu jabatan yang telah ditentukan
oleh pemerintah, sebaliknya pemerintah berhak mengangkat
seseorangpegawai dalam jabatan tertentu tanpa harus adanya
penyesuaian kehendak dari yang bersangkutan.51
2.2.2. Jenis dan Tingkatan Jabatan
Dalam birokrasi pemerintah dikenal jabatan karir, yakni jabatan
dalam lingkungan birokrasi yang hanya dapat diduduki oleh PNS. Jabatan
karir dapat dibedakan menjadi 2, yaitu: Jabatan Fungsional dan Jabatan
Struktural.
Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam
suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan
51 Sri Hartini, dkk. Op.cit, Hlm. 7
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pada keahlian/dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
Dalam rangka mencapai tujuan nasional, dibutuhkan adanya Pegawai
Negeri Sipil dengan mutu profesionalisme yang memadai, berdayaguna
dan berhasil guna didalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan
pembangunan. Pegawai Negeri Sipil perlu dibina dengan sebaik-baiknya
atas dasar sistem karier dan sistem prestasi kerja.52
Jabatan fungsional pada hakekatnya adalah jabatan teknis yang
tidak tercantum dalam struktur organisasi, namun sangat diperlukan dalam
tugas-tugas pokok dalam organisasi Pemerintah.53
Jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil terdiri atas jabatan
fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Jabatan
fungsional keahlian adalah kedudukan yang menunjukkan tugas yang
dilandasi oleh pengetahuan, metodologi dan teknis analisis yang
didasarkan atas disiplin ilmu yang bersangkutan dan/atau berdasarkan
sertifikasi yang setara dengan keahlian dan ditetapkan berdasarkan
akreditasi tertentu. Sedangkan jabatan fungsional keterampilan adalah
kedudukan yang mengunjukkan tugas yang mempergunakan prosedur
dan teknik kerja tertentu serta dilandasi kewenangan penanganan
berdasarkan sertifikasi yang ditentukan.
Jabatan fungsional dan angka kredit jabatan fungsional ditetapkan
oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur
52 Sri Hartini, dkk. Op.Cit. Hlm. 99
53 Dikutip dari laman web
http://kepegawaian.ipdn.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid
=88, Diakses Pada Tanggal 15 Oktober 2015
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negara dengan memperhatikan usul dari pimpinan instansi pemerintahan
yang bersangkutan, yang selanjutnya bertindak sebagai pembina jabatan
fungsional .54
Jabatan Struktural, yaitu jabatan yang secara tegas ada dalam
struktur organisasi. Kedudukan jabatan struktural bertingkat-tingkat dari
tingkat yang terendah (eselon IV/b) hingga yang tertinggi (eselon I/a).
Contoh jabatan struktural di PNS Pusat adalah: Sekretaris Jenderal,
Direktur Jenderal, Kepala Biro, dan Staf Ahli. Sedangkan contoh jabatan
struktural di PNS Daerah adalah: sekretaris daerah, kepala
dinas/badan/kantor, kepala bagian, kepala bidang, kepala seksi, camat,
sekretaris camat, lurah, dan sekretaris lurah.55
Menurut pasal 8 Peraturan Pemerintah No 100 tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural
menyebutkan bahwa “Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan
struktural tidak dapat merangkap jabatan struktural lain maupun dengan
jabatan fungsional”.
Undang-Undang Aparatur Sipil Negara telah berlaku sejak 15
Januari 2014 dan ditetapkan dengan nomor 5 tahun 2014. Undang-
undang ini merupakan dasar dalam manajemen aparatur sipil negara yang
bertujuan untuk membangun aparat sipil negara yang memiliki integritas,
profesional dan netral serta bebas dari intervensi politik, juga bebas dari
54 Ibid
55 Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, 2004, Otonomi Penyelengaraan
Pemerintah Daerah, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hlm. 100
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praktek KKN, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang
berkualitas bagi masyarakat.
Kehadiran UU ASN ini berdasarkan pada 2 hal, yakni memantapkan
aparatur sebagai abdi negara yang melayani kepentingan publik.
Sehingga diperlukan birokrat yang profesional dan memiliki integritas serta
memiliki kompetensi di bidangnya. Dan yang kedua adalah masih
identiknya birokrasi yang bekerja untuk kepentingan politik. Kedua hal itu
menjadi daya dorong untuk melakukan perubahan terhadap tatanan
birokrasi melalui UU ASN yaitu perubahan dalam sistem, manajemen,
rekrutmen dan budaya pegawai negeri sipil (PNS).
Berdasarkan UU ASN, pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang
terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian
kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi
tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara
lainnya dan digaji. Adapun jenis atau tingkatan jabatan Aparatur Sipil
Negara (ASN) berdasarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 terdiri
dari:
1) Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta
administrasi pemerintahan dan pembangunan. Jabatan
Administrasi   ada tiga macam tingkatan, yaitu (1) untuk
tingkat jabatan tertinggi disebut jabatan administrator, (2)
untuk tingkat jabatan menengah disebut jabatan pengawas
dan (3) untuk jabatan tingkat terbawah disebut jabatan
pelaksana. Pejabat dalam jabatan administrator,
bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan
pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan
pembangunan. Pejabat dalam jabatan pengawas
bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan
49
yang dilakukan oleh pejabat pelaksana. Sedangkan pejabat
dalam jabatan pelaksana bertanggung jawab melaksanakan
kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan
dan pembangunan. Setiap jabatan tersebut, ditetapkan
sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk mampu
menangani beban kerja yang menjadi tanggungjawab
instansi atau satuan kerja perangkat pemerintah.
2) Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional
yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
Jabatan Fungsional dalam ASN terdiri atas jabatan
fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.
Jabatan fungsional keahlian terdapat empat tingkatan, yaitu
(1) jabatan fungsional ahli tertinggi disebut jabatan
fungsional ahli utama, (2) Jabatan fungsional ahli madya, (3)
jabatan fungsional ahli muda dan (4) Jabatan fungsional ahli
terendah disebut jabatan fungsional ahli pertama.
Sedangkan jabatan fungsional keterampilan, juga terdiri dari
empat tingkatan, yaitu (1) jabatan fungsional ketrampilan
tertinggi disebut jabatan fungsional penyelia, (2) Jabatan
fungsional mahir, (3) jabatan fungsional trampil dan (4)
Jabatan fungsional ketrampilan terendah disebut jabatan
fungsional pemula.
3) Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi
pada instansi pemerintah. Jabatan Pimpinan Tinggi, terdiri
dari tiga jenjang tingkatan yaitu (1) Jabatan tinggi tingkat
tertinggi disebut jabatan pimpinan tinggi utama, (2) Jabatan
tinggi tingkat menengah disebut jabatan pimpinan tinggi
madya, dan (3) Jabatan tinggi tingkat terendah disebut
jabatan pimpinan tinggi pratama. Jabatan Pimpinan Tinggi
ini, berfungsi memimpin dan memotivasi setiap Pegawai
ASN pada Instansi Pemerintah melalui (1). kepeloporan
dalam bidang keahlian professional, analisis dan
rekomendasi kebijakan, serta kepemimpinan manajemen,
(2). pengembangan kerja sama dengan instansi lain, dan (3).
keteladanan dalam mengamalkan nilai dasar ASN dan
melaksanakan kode etik dan kode perilaku ASN. Selanjutnya
untuk setiap Jabatan Pimpinan Tinggi ditetapkan syarat
kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan
pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas, serta
persyaratan lain yang dibutuhkan, serta tata cara dan
tahapan seleksinya yang diatur dan ditentukan dengan
Peraturan Pemerintah.
Jabatan ASN secara umum diisi dari PNS ASN. Namun demikian
juga dimungkinkan Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari prajurit Tentara
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Nasional Indonesia dan/atau anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia. Khusus pengisian Jabatan ASN tertentu yang berasal dari
prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia dilaksanakan pada Instansi Pusat sebagaimana
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Tentara Nasional
Indonesia dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia, dan tata cara pengisiannya akan diatur dengan Peraturan
Pemerintah.56
PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu pada Instansi
Pemerintah. Pengangkatan PNS dalam jabatan tertentu ditentukan
berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan
persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi,
dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai.  Setiap jabatan tertentu
tersebut dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan PNS yang menunjukkan
kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.  PNS dapat
berpindah antar dan antara Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan
Administrasi, dan Jabatan Fungsional di Instansi Pusat dan Instansi
Daerah berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja.57
PNS dapat diangkat dalam jabatan tertentu pada lingkungan instansi
Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik
Indonesia (Polri). PNS yang diangkat dalam jabatan tertentu dilingkungan
56 Dikutip dari laman web http://bkd.lamongankab.go.id/index.php/hahaha/item/51-




TNI dan Polri tersebut, maka pangkat atau jabatan disesuaikan dengan
pangkat dan jabatan di lingkungan instansi Tentara Nasional Indonesia
dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.  Ketentuan lebih lanjut
mengenai pangkat, tata cara pengangkatan PNS dalam jabatan,
kompetensi jabatan, klasifikasi jabatan, dan tata cara perpindahan antar
Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional diatur dengan Peraturan
Pemerintah.58
Sehubungan dengan permasalahan pengisian jabatan dalam UU
ASN, terkait dengan Jabatan pimpinan tinggi, diatur hal-hal sebagai
berikut59:
a. Pengisian jabatan pimpinan tinggi dilakukan oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian dengan terlebih dahulu membentuk
panitia seleksi;
b. Pejabat Pembina Kepegawaian dilarang mengganti Pejabat
Pimpinan Tinggi selama 2 (dua) tahun terhitung sejak pelantikan
Pejabat Pimpinan Tinggi, kecuali Pejabat Pimpinan Tinggi
tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan
dan tidak lagi memenuhi syarat jabatan yang ditentukan;
c. Jabatan Pimpinan Tinggi hanya dapat diduduki paling lama 5
(lima) tahun, namun dapat diperpanjang berdasarkan
pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan berdasarkan
kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan Pejabat
Pembina Kepegawaian dan berkoordinasi dengan KASN;
d. Pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan madya pada
kementerian, kesekretariatan lembaga negara, lembaga
nonstruktural, dan Instansi Daerah dilakukan secara terbuka dan
kompetitif pada tingkat nasional atau yang biasa dikenal dengan
istilah “lelang jabatan”;
e. Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara
terbuka dan kompetitif atau “lelang jabatan” pada tingkat
nasional atau antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
f. Pimpinan Tinggi dapat diisi oleh prajurit Tentara Nasional
Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik juga
58Ibid
59 Pasal 108-110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
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dilakukan melalui lelang jabatan atau melalui proses secara
terbuka dan kompetitif;
g. Pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi
pratama yang akan mencalonkan diri menjadi menjadi calon
dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota,
dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan
mengundurkan diri secara tertulis dari kedudukan sebagai
pegawai ASN sejak mendaftar sebagai calon, dan pernyataan
pengunduran diri ini tidak dapat ditarik kembali;
h. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, terhadap jabatan
PNS dilakukan penyetaraan, yaitu (i) Jabatan eselon Ia kepala
lembaga pemerintah non kementerian setara dengan jabatan
pimpinan tinggi utama; (ii) Jabatan eselon Ia dan eselon Ib
setara dengan jabatan pimpinan tinggi madya; (iii) Jabatan
eselon II setara dengan jabatan pimpinan tinggi pratama; (iv)
Jabatan eselon III setara dengan jabatan administrator; (v)
Jabatan eselon IV setara dengan jabatan pengawas; dan (vi)
Jabatan eselon V dan fungsional umum setara dengan jabatan
pelaksana;
i. Jabatan ASN diisi dari: (i) Pegawai ASN, dan (ii) Jabatan ASN
tertentu, dapat diisi dari: (a) tentara (TNI), dan (b) polisi (POLRI)
2.3. Dasar Hukum Pengisian Jabatan
2.3.1. Landasan konstitusional
Pada dasarnya pengisian jabatan dalam pemerintahan berkaitan
erat dengan hak setiap orang, yang merupakan perwujudan dari hak
politik sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus diakui
dan dilindungi oleh Negara. Dalam pasal 28D Undang-undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas mengamanatkan
bahwa setiap warga Negara memiliki kesempatan yang sama untuk turut
serta dalam pemerintahan. Hal ini mengindikasikan bahwa, Negara
sepatutnya memberikan peluang yang sama kepada setiap warga
Negara untuk mengisi jabatan yang tersedia didalam Pemerintahan,
termasuk didalam jabatan struktural, yang diwujudkan melalui
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mekanisme pengisian jabatan yang mampu mewadahi peluang tersebut
secara terbuka.
Hal ini mengindikasikan bahwa negara sepatutnya memberikan
peluang yang setara kepada setiap warga negara untuk mengisi jabatan
yang tersedia dalam pemerintahan, termasuk dalam jabatan struktural,
yang diwujudkan melalui mekanisme pengisian jabatan yang mampu
mewadahi peluang tersebut secara terbuka dan kompetitif.
2.3.2. Dasar Hukum Perundangan-undangan
Pengisian jabatan pemerintahan secara yuridis selain diatur dalam
Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 juga secara sistematis telah dijabarkan
dalam Undang-Undang No.43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 2003 Tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan Peraturan
Pemerintah No. 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai
Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural.
Adapun dalam Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang
Perubahan Atas Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok
Pokok Kepegawaian juga mengatur tentang persyaratan pengisian
jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), yaitu pada pasal 17 ayat (2)
disebutkan bahwa
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“Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan
dilaksanakan. berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan
kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan
untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan
jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan.”
Selanjutnya juga diatur lebih lanjut dalam surat Edaran
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
No. 16 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Struktural
Yang Lowong di Instansi Pemerintah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, pelaksanaan undang-undang ini
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB) Nomor 13 Tahun 2014
Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka
di Lingkungan Instansi Pemerintah. Permenpan ini mengatur tata cara,
tahapan dan mekanisme yang harus pelaksanaan seleksi pengisian
jabatan.
Dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN dipertegas pula
pada Pasal 68 yang menentukan:
(1) PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu pada
Instansi Pemerintah.
(2) Pengangkatan PNS dalam jabatan tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan perbandingan
objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang
dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan
persyaratan yang dimiliki oleh pegawai.
(3) Setiap jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan PNS yang
menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola
kerja.
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(4) PNS dapat berpindah antar dan antara Jabatan Pimpinan
Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional di
Instansi Pusat dan Instansi Daerah berdasarkan kualifikasi,
kompetensi, dan penilaian kinerja.
PNS yang diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu pada
Instansi Pemerintah adalah merupakan salah satu bagian dari
Manajemen ASN dengan prinsip yang dilaksanakan berdasarkan prinsip
profesional, dan menghindari   praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Untuk melaksankan prinsip itu, Manajemen ASN dilaksanakan
dengan sistem merit, sebagaimana ditegaskan pada pasal 51 UU Nomor
Tahun 2014 Tentang ASN yang menyatakan Manajemen ASN
diselenggarakan berdasarkan Sistem Merit, yaitu kebijakan dan
Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan
kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang
politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status
pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
Dalam Pasal 72 UU ASN sendiri secara lugas disebutkan bahwa
“setiap PNS yang memenuhi syarat mempunyai hak yang sama
untuk dipromosikan ke jenjang jabatan yang lebih tinggi”
Dari penjelasan tersebut kemudian dapat diterjemahkan bahwa
sistem promosi PNS haruslah terbuka dan kompetitif hal tersebut
Mengacu UU ASN bahwa system merit dalam manajemen karir bagi
ASN didasarkan atas kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan
wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit,
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agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun
kondisi kecacatan.
Selanjutnya untuk mendukung pelaksanaan kepemerintahan yang
baik dan sebagai upaya untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan
nepotisme dalam pelaksanaan seleksi terbuka dalam Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang
diharapkan mampu menciptakan birokrasi yang semakin baik,
transparan, dan efisien. Dimana konsepsional, bahwa pengaturan
terhadap Administrasi Pemerintahan pada dasarnya adalah upaya untuk
membangun prinsip-prinsip pokok, pola pikir, sikap, perilaku, budaya dan
pola tindak administrasi yang demokratis, objektif, dan profesional dalam
rangka menciptakan keadilan dan kepastian hukum.
Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014  merupakan keseluruhan
upaya untuk mengatur kembali Keputusan dan/atau Tindakan Badan
dan/atau Pejabat Pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan sejalan dengan AAUPB.
Secara konstruksi hukum keberadaan Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2014 dimaksudkan tidak hanya sebagai payung hukum bagi
penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga sebagai instrumen untuk
meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat
sehingga keberadaan Undang-Undang ini benar-benar dapat
mewujudkan pemerintahan yang baik bagi semua Badan atau Pejabat





Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Pemerintah Kabupaten
Sinjai, Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Pilihan ini didasarkan atas
pertimbangan Pemerintah Kabupaten Sinjai telah melaksanakan pengisian
jabatan aparatur sipil Negara berdasarkan UU ASN dengan demikian,
penelitian lapangan diarahkan untuk mengetahui pemenuhan ketentuan-
ketentuan pengisian jabatan aparatur sipil Negara, khususnya ketentuan
tentang pengisian jabatan secara terbuka dan kompetetif.
3.2. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini ialah
penelitian hukum sosio-yuridis. Penelitian ini merupakan gabungan antara
penelitian sosiologis dan penelitian yuridis. Dimana penelitian sosiologis
dilakukan dengan cara mengambil data secara langsung dari
responden/narasumber di lapangan atau tempat. Sedangkan penelitian
yuridis merupakan penelitian yang dilakukan dengan memperoleh bahan
hukum melalui kajian analisis terhadap peraturan perundang-undangan
dan sumber hukum lainnya.
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3.3. Jenis dan Sumber Data
Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri
dari :
a. Data primer, terdiri atas dua yaitu data empiris yang diperoleh
dari para responden/narasumber yang terkait serta bahan
hukum peraturan perundang-undangan yang terkait.
b. Data sekunder, terdiri atas dua yaitu bahan hukum primer dan
bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah segala
peraturan di bawah undang-undang. Sedangkan bahan hukum
sekunder adalah referensi-referensi, serta data-data pendukung
lainnya yang diperoleh dari lokasi penelitian.
3.4.Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua jenis atau
cara pengumpulan data:
1. Wawancara, yaitu cara pengumpulan data dengan
mendatangi narasumber dan mengadakan wawancara kepada
pihak-pihak yang berkompeten dengan masalah dalam
penelitian ini. Narasumber  yang penulis pilih dalam penelitian
ini adalah narasumber dari Badan Kepegawaian Daerah
(BKD) Kab.Sinjai sebagai badan yang melaksanakan
pengisian jabatan melalui lelang jabatan.
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2. Dokumentasi, yaitu dengan mengkaji berbagai literaratur,
membaca dan menelaah data yang ada kaitannya dengan
permasalahan yang dibahas atau dikaji dengan penelitian ini.
3.5. Teknik Analisis Data
Keseluruhan data-data empiris dan bahan-bahan hukum yang telah
dikumpulkan dan diinventarisasi tersebut kemudian akan diolah dan
dianalisis secara mendalam sehingga diperoleh ratio legis mengenai
persoalan hukum yang diteliti. Bahan hukum primer maupun sekunder
yang telah disinkronisasi secara sistematis kemudian dikaji lebih lanjut
berdasarkan teori-teori hukum yang ada sehingga diperoleh rumusan





4.1. Mekanisme Pelaksanaan Pengisian Jabatan Pemerintahan
Melalui Sistem Seleksi Terbuka Di Kabupaten Sinjai
Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk
mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Melalui reformasi birokrasi,
dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang
tidak hanya efektif dan efisien, namun juga menjadi tulang punggung
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perwujudan reformasi
birokrasi di lembaga pemerintahan pusat maupun daerah di Negara
Republik Indonesia memang sudah saatnya dilakukan sesuai dengan
tuntutan, situasi, dan kondisi sosial dan budaya saat ini, yang
mengindikasi bahwa kinerja birokrasi dituntut untuk dapat melayani
masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Reformasi Birokrasi
merupakan faktor penentu dalam mencapai tujuan pembangunan
nasional.
Reformasi birokrasi pemerintahan diartikan sebagai penggunaan
wewenang untuk melakukan pembenahan dalam bentuk penerapan
peraturan baru terhadap sistem administrasi pemerintahan untuk
mengubah tujuan, struktur maupun prosedur yang dimaksudkan untuk
mempermudah pencapaian tujuan pembangunan. Secara normatif
didalam Peraturan MENPAN RB Nomor PER/15/M.PAN/7/2009, Tentang
Pedoman Umum Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi adalah upaya
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untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem
penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek
kelembagaan, ketatalaksanaan dan SDM aparatur. Disebutkan pula
bahwa Reformasi Birokrasi adalah langkah-langkah strategis untuk
membangun aparatur Negara agar lebih berdayaguna dan berhasilguna
dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan
nasional.
Reformasi birokrasi dalam bidang tata kepegawaian di Indonesia
merupakan sebuah keharusan, dimana tata kepegawaian yang selama ini
berjalan di Indonesia sangat rentang dengan hal-hal yang menuju pada
praktik korupsi, kolusi dan nepotisme karena kurangnya transparansi
terhadap publik mengenai kinerja para aparatur sipil negara dan juga
kenyataan kinerja kepegawaian saat ini yang banyak menuai kritik karena
dianggap tidak mampu menjalankan fungsinya dengan optimal dan jauh
dari nilai-nilai tata kelola pemerintahan yang baik.
Reformasi birokrasi kemudian menjadi penting mengingat birokrasi
pemerintah yang memiliki fungsi pelayanan terhadap masyarakat adalah
salah satu aspek penting dalam mewujudkan apa yang dicita-citakan
sebagai tata kelola pemerintahan yang baik. Aparatur Sipil Negara dalam
hal ini pejabat birokrasi tertentu yang menjadi “tulang punggung”
pemerintahan baik di pusat maupun daerah sejatinya diisi oleh orang-
orang yang memiliki kapabilitas tinggi dalam bidangnya masing-masing
62
agar program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah dapat
terlaksana dengan baik.
Salah satu permasalahan dalam kepegawaian yang menjadi sorotan
utama saat ini, yakni menyangkut proses rekrutmen pegawai atau
pengisian jabatan pegawai/pejabat pemerintahan yang tidak transparan
dan cenderung masih menggunakan mekanisme pengisian jabatan secara
tertutup sehingga menimbulkan banyak permasalahan dan menjadi
sorotan publik karena membatasi munculnya pejabat-pejabat yang kreatif
dan cerdas dengan komitmen yang tinggi. Seleksi tertutup cenderung
mengutamakan kedekatan dan kepatuhan kepada pimpinan, bukan
syarat-syarat kualifikasi yang rasional. Akibatnya, muncul praktik mafia
pejabat dan jaringan informal dalam birokrasi yang menghambat gagasan-
gagasan yang inovatif dan reformis didalam suatu lembaga pemerintahan.
Sebelum berlakunya UU ASN pengisian jabatan pemerintahan
dilakukan melalui mekanisme seleksi tertutup yang dalam pelaksanaannya
mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 100 tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural. Namun
pada kenyataannya mekanisme tersebut masih menimbulkan keraguan
akan keefektifan mekanisme pengisian jabatan tersebut, karena dalam
kenyataannya lebih mengutamakan aspek politis pengangkatan pejabat itu
saja, namun mengenyampingkan aspek kualitas dan kualifikasi yang
diperlukan untuk mengisi suatu jabatan struktural. Maka kemudian banyak
dijumpai pejabat-pejabat yang menempati suatu jabatan struktural yang
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tidak sesuai dengan kualifikasinya, yang pada akhirnya akan
memperburuk kinerja dari instansi pejabat tersebut.
Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Pasal 108 ayat (3)
menentukan bahwa pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama harus
memperhatikan syarat Kompetensi, Kualifikasi, Kepangkatan, pendidikan
dan pelatihan, rekam jejak jabatan, integritas serta persyaratan jabatan
lain, syarat inilah kemudian yang diharapkan Undang-Undang ASN untuk
mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang professional, netral, dan
erintegritas. Undang-Undang ASN mengamanatkan diterapkannya sistem
merit dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama.
Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang
berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, secara terbuka dan
wajar dengan tidak membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit,
agama, asal usul jenis kelamin, status pernikahan, umur dan kondisi fisik.
Sistem merit memiliki 9 prinsip, salah satu yang berkaitan dengan seleksi
jabatan pimpinan tinggi pratama yaitu, Melakukan rekrutmen dengan
seleksi berdasarkan kemampuan (ability), pengetahuan (knowledge), dan
keterampilan (skills) melalui kompetensi secara terbuka dan adil.
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak A. Zainal Abidin
Nur60, Pada lingkup pemerintahan kabupaten sinjai sebagai lokasi
penelitian penulis, sebelum berlakunya Undang-Undang ASN masih
menggunakan mekanisme seleksi tertutup untuk melakukan pengisian
60 A. Zainal Abidin Nur, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sinjai,
wawancara dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2016 di Kantor Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Sinjai
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jabatan pemerintahan. Dimana pelaksanaannya diawali dengan tahap
pengumuman informasi jabatan yang kosong. Kemudian untuk melakukan
pengisian jabatan ini, dirampungkanlah daftar nama calon pejabat, yang
terdiri dari calon yang merupakan usulan dari pejabat atasan dan calon
yang bersifat non-usulan.
Setelah daftar nama calon pejabat tersebut dirampungkan, maka
Biro Kepegawaian mengadakan pemeriksaan mengenai persyaratan
jabatan dan dituangkan dalam bentuk bahan rapat Baperjakat (Badan
Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan). Selanjutnya, Baperjakat
mengadakan rapat untuk membahas antara lain masalah kompetensi,
konduite, senioritas pangkat, usia, diklat jabatan, dan pengalaman yang
dimiliki. Hasil rapat tersebut kemudian disampaikan dan dipresentasikan
oleh sekretaris daerah atau kepala Biro Pertimbangan untuk dimintakan
persetujuannya. Hasil Baperjakat yang telah disampaikan dan
dipresentasikan kepada kepala daerah (Bupati), turun kembali kepada
Sekda/Biro Kepegawaian dengan catatan yang disetujui selanjutnya
dibuat keputusan pengangkatan, sedangkan yang ada catatan atau
koreksi dibahas kembali dalam rapat Baperjakat.
Setelah berlakunya Undang-Undang ASN pelaksanaan pengisian
jabatan pemerintahan kemudian berubah menjadi pengisian jabatan
melalui seleksi terbuka sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang
ASN. Pemerintah Kabupaten Sinjai telah melaksanakan ketentuan
tersebut dalam Pengisian Jabatan pada Tahun 2015 untuk mengisi 4
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(empat) jabatan yang lowong diantaranya, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas
Kesehatan, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Kepala
Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral.
Berdasarkan data-data yang penulis peroleh dari hasil wawancara
maupun pengumpulan data lainnya penulis memaparkan secara
sederhana mekanisme pelaksanaan seleksi terbuka dalam pengisian
jabatan pemerintah di kabupaten sinjai melalui pemaparan sebagai
berikut.
Adapun dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Panitia Seleksi yang
dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sinjai, panitia
seleksi (PANSEL) terdiri dari berbagai unsur pemerintahan diantaranya
Dr. Ruslan Abu S.H., M.H. (Asisten Administrasi Pemprov Sulawesi
Selatan selaku ketua Pansel), Iwan Hermanto M.Inf.,Sys (Kepala Badan
Kepegawaian Negara Regional IV Makassar), Dr. Sulaeman Fattah, M.Si.
(Lektor Kepala PKP2A II LAN Makassar), DRS. A. Zainal Abidin Nur
(Kepala Badan Kegawaian Daerah Kabupaten Sinjai Selaku Wakil Ketua
Pansel) dan Aslan Abbas S.H., M.H. (Kepala Inspektorat Kabupaten
SInjai). Dalam melaksanakan seleksi jabatan pemerintahan pansel dibantu
Tim Penilai Kompetensi (Assessor) yang berasal dari PKP2A LAN
Makassar. Pelaksanaan seleksi jabatan dengan melibatkan pihak dari luar
unsur pemerintahan kabupaten Sinjai diharapkan dapat menjadikan
pelaksanaan seleksi jabatan ini sebagai sebuah proses seleksi yang dapat
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benar-benar menghasilkan keputusan yang sesuai dengan
mengedepankan kompetensi dan kemampuan calon pejabat.
Setelah panitia seleksi terbentuk panitia seleksi melakukan
koordinasi dengan Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) tentang
perencanaan seleksi dan susunan anggota Panitia seleksi. Setelah
mendapatkan rekomendasi dari KASN untuk melaksanakan proses seleksi
dilakukan pengumuman pelaksanaan seleksi jabatan dengan surat edaran
Pansel nomor 14 tahun 2015 tanggal 23 Juni 2015 melalui media Radio
milik pemerintah daerah, stasiun TV lokal Sinjai, Papan pengumuman di
tempat-tempat strategis, dikirimkan kepada seluruh SKPD lingkup
pemerintah daerah Kabupaten Sinjai serta melalui website resmi Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Sinjai.
Dalam surat edaran tersebut memuat diantaranya Jabatan yang
lowong, persyaratan, tata cara pendaftaran, batas waktu pendaftaran dan
tahapan pelaksanaan seleksi. Secara rinci tahapan pelaksanaan seleksi
terbuka dalam pengisian jabatan tersebut sebagaimana tertuang dalam
pengumuman yang dibuat oleh panitia seleksi penulis uraikan dalam tabel
berikut:
Tabel 1. Tahapan Pelaksanaan Seleksi Jabatan Tinggi Pratama
No. Kegiatan Waktu
1 Pengumuman 25 Juni 2015 – 9 Juli 2015
2 Pendaftaran dan Penerimaan Berkas 26 Juni 2015 – 9 Juli 2015
3 Seleksi Administrasi 10 Juli 2015 – 13 Juli 2015
4 Pengumuman hasil Seleksiadministrasi 14 Juli 2015
5 Seleksi Kompetensi dan Wawancara 27 Juli 2015 – 30 Juli 2015
6 Pengumuman hasil seleksikompetensi dan wawancara 3 Agustus 2015
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7 Laporan hasil Seleksi JPT Pratamakepada KASN 5 Agustus 2015
8
Laporan hasil pelaksanaan dan
penyerahan hasil seleksi kepada
Pejabat Pembina Kepegawaian
10 Agustus 2015
Sumber Data: Badan Kepegawaian Daerah kabupaten Sinjai, 2017.
Adapun mengenai persyaratan yang harus dipenuhi calon peserta
seleksi jabatan yang ditentukan oleh panitia seleksi diantaranya:
a. Berstatus Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah daerah
Kabupaten Sinjai
b. Memiliki pengalaman dalam jabatan administrator (setara eselon
IIIa dan IIIb) minimal 2 Tahun atau menduduki jabatan fungsional
yang sederajat dan relevan dengan jabatan yang lowong
c. Memiliki pendidikan formal minimal S1 dengan perincian Jurusan
disesuaikan dengan jabatan yang lowong
d. Sekurang-kurangnya memiliki pangkat dan golongan ruang IVa
e. Berusia maksimal 57 tahun
f. Memiliki nilai BAIK dalam penilaian prestasi kerja 2 Tahun
terakhir
g. Tidak pernah dijatuhi, menjalani atau dalam proses hukuman
pidana, hukuman disiplin tingkat sedang/berat berdasarkan
Peraturan Pemerintah No 53 Tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil
h. Telah menyelesaikan dan lulus diklat kepemimpinan tingkat III
atau sederajat dibuktikan dengan STTPP
i. Sehat Jasmani dan Rohani
j. Bersedia menandatangani pakta integritas
k. Telah melaksanakan kewajiban peraturan pajak dengan
melampirkan SPT tahun terakhir
Setelah batas waktu pendaftaran kandidat peserta seleksi terbuka
berakhir panitia seleksi melakukan seleksi berkas dan kelengkapan
administrasi dari masing-masing kandidat untuk selanjutnya
mengumumkan nama-nama kandidat yang memenuhi persyaratan untuk
mengikuti seleksi tahap selanjutnya, dari 20 Kandidat peserta yang
mendaftar 2 kandidat dinyatakan gugur dalam seleksi administrasi karena
tidak memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan pansel
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sehingga hanya 18 peserta yang dinyatakan lolos mengikuti seleksi
administrasi.61
Tabel 2. Hasil Seleksi Administrasi Peserta Seleksi Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama di lingkungan Kabupaten sinjai
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
No. Nama Peserta Instansi/Unit Kerja
1 Abdu Rahman S.E., M.Si Dinas Koperasi dan UMKM
2 Irwan Suaib, S.STP., M.Si Dinas Peternakan dan KesehatanHewan
3 Lukman Mannan, S.IP., M.Si Sekretariat Daerah
4 M. Safri S, SKM., MM Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
No. Nama Peserta Instansi/Unit Kerja
1 dr. Andi Suryanto Asapa RSUD
2 Dra. Hj. Darmawati, APT Dinas Kesehatan
3 Syakir, SKM RSUD
Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi
No. Nama Peserta Instansi/Unit Kerja
1 A. Amir, S.Sos. Dinas Tata Ruang, Permukiman,dan Perumahan
2 Dra. Hj. Suhaemi Tahir Dinas Perkebunan danKehutanan
3 Drs. H. Abdul Rahman, M.Si. Kecamatan Tellu Limpoe
4 H. Mukhlis Isma, SE., M.Si. Sekretariat Daerah
5 Ir. Sudirman, M.Si. Dinas Pertanian, TanamanPangan dan Holtikultura
6 Mansyur, S.Pd., M.Si. Dinas Komunikasi, Informatika,Kebudayaan dan Pariwisata
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
No. Nama Peserta Instansi/Unit Kerja
1 Arifuddin, S.Sos., M.Si, Sekretariat Daerah
2 Dra. Dahlia AT Dinas Energi dan Sumber DayaMineral
3 Drs. Ilham Abubakar, MH Bappeda
61 Hasil wawancara pada tanggal 18 Desember 2016 di Kantor Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Sinjai
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4 Ir. Hj. Normah, MM Dinas Pekerjaan Umum
5 Ir. Mappinangku, M.Si. Dinas Perindustrian danPerdagangan
Sumber Data: Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sinjai, 2017
Tahap seleksi selanjutnya yang dilaksanakan oleh pansel yaitu
seleksi kompetensi dan wawancara yang dilaksanakan di gedung PKP2A
LAN RI Makassar, tahap ini diikuti oleh 18 kandidat yang telah melalui
tahapan seleksi administrasi, adapun yang menjadi materi seleksi tahap
kedua ini adalah seleksi kompetensi masing-masing kandidat yang
mencakup kompetensi manajerial jabatan dan wawancara setiap calon
untuk mengetahui kapasitasnya sebagai calon pejabat pemerintahan
dimana kemudian menghasilkan 3 kandidat calon untuk setiap posisi
jabatan yang lowong masing-masing62:
a. Sekretaris DPRD
1. Lukman Mannan, S.IP., M.Si.
2. M. Safri S, SKM., MM
3. Irwan Suaib, S.STP., M.Si.
b. Kepala Dinas Kesehatan
1. dr. Andi Suryanto Asapa
2. Syakir, SKM
3. Dra. Hj. Darmawati, APT
c. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi
1. H. Mukhlis Isma, SE., M.Si.
2. Mansyur, S.Pd., M.Si.
3. Drs. H. Abdul Rahman, M.Si.
d. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
1. Drs. Ilham Abubakar, MH
2. Ir. Hj. Normah, MM
3. Arifuddin, S.Sos., M.Si,
Setelah didapatkan 3 kandidat calon untuk masing-masing jabatan
yang lowong maka kemudian panitia seleksi memberikan laporan hasil
62 Hasil wawancara pada tanggal 18 Desember 2016 di Kantor Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Sinjai
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seleksi kepada bupati kabupaten sinjai selaku pejabat Pembina
kepegawaian di lingkup pemerintahan kabupaten sinjai untuk kemudian
menetapkan 1 nama calon untuk menduduki jabatan yang lowong sesuai
dengan jabatan yang dilamar oleh kandidat terpilih tersebut. Kemudian
setelah pejabat Pembina kepegawaian memilih 1 kandidat yang diusulkan
oleh panitia seleksi, keputusan penetapannya dilakukan dengan surat
keputusan bupati tentang pengangkatan pejabat dalam jabatan pimpinan
tinggi pratama di lingkup pemerintahan kabupaten sinjai.
Berdasarkan tahapan-tahapan mekanisme pelaksanaan yang telah
dipaparkan secara singkat diatas, penulis kemudian dapat mengambil
kesimpulan bahwa secara umum pelaksanaan seleksi terbuka dalam
pengisian jabatan di lingkup pemerintahan kabupaten sinjai telah
dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada dimana pengisian jabatan
pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di
kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi,
kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan
integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara terbuka dan
kompetitif pada tingkat nasional atau antar kabupaten/kota dalam 1
provinsi.
Adapun yang menjadi perhatian penulis dalam pelaksanaan seleksi
terbuka untuk pengisian jabatan di kabupaten sinjai diantaranya yaitu,
pembentukan panitia seleksi telah sesuai dengan peraturan yang tertuang
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dalam Permenpan RB Nomor 13 tahun 2014 Tentang Tata Cara
Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Di Lingkungan
Instansi Pemerintah yang menentukan bahwa dalam pembentukan panitia
seleksi yang terdiri dari unsur pejabat terkait dari instansi bersangkutan,
pejabat dari instansi lain yang terkait dengan bidang tugas jabatan yang
lowong dan dari unsur akademisi atau pakar, dimana pansel juga dibantu
oleh assessor yang independen dan memiliki kompetensi di bidangnya.
Adanya ketentuan persyaratan calon peserta seleksi terbuka
merupakan pegawai negeri sipil dalam lingkup pemerintahan kabupaten
sinjai sejatinya tidak sejalan dengan aturan dalam permenpan RB nomor
13 tahun 2014 yang mengatur bahwa seleksi pengisian jabatan dilakukan
secara terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional atau antar
kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi. Menurut bapak A. Zainal Abidin
Nur63, hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa untuk
memaksimalkan sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah
kabupaten sinjai karena pemerintah ingin memanfaatkan potensi-potensi
yang sudah ada di lingkup pemerintahan kabupaten sinjai juga karena
lebih memahami permasalahan yang ada sehingga panitia seleksi hanya
menerima peserta seleksi terbuka dari lingkup pemerintahan kabupaten
sinjai.
Berdasarkan hasil pengumpulan data dan wawancara yang penulis
lakukan dalam proses penelitian penulis juga menemukan fakta bahwa
63 Wawancara dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2016 di Kantor Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Sinjai
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pelaksanaan seleksi terbuka masih terdapat kelemahan diantaranya
keputusan akhir tentang siapa kandidat yang akan menduduki jabatan
yang lowong masih berada di tangan pejabat Pembina kepegawaian
dalam hal ini Bupati yang menentukan siapa yang akan dipilih mengisi
kekosongan jabatan yang ada, sehingga potensi untuk melakukan
nepotisme masih tetap ada yaitu jika dari 3 calon yang diusulkan oleh
panitia seleksi dengan hasil penilaiannya ternyata yang dipilih oleh bupati
bukan calon dengan nilai tertinggi yang direkomendasikan panitia seleksi
dengan hasil penilaian yang menurut panitia seleksi merupakan gambaran
dari kompetensi masing-masing calon tapi yang dipilih adalah calon
pilihannya sendiri dengan peniliaian dan kriteria yang ditentukan sendiri
oleh pejabat pembina kepegawaian.
Pelaksanaan seleksi terbuka dalam proses pengisian jabatan
pemerintahan merupakan salah satu upaya dalam rangka reformasi
birokrasi yang menjadi upaya pemerintah untuk mewujudkan sistem
pemerintahan yang sejalan dengan asas-asas umum pemerintahan yang
baik sehingga untuk menentukan apakah pelaksanaan seleksi terbuka
yang dilakukan tersebut penulis mencoba untuk menemukan prinsip-
prinsip yang tertuang dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik
dalam undang-undang ASN dalam pelaksanaan seleksi terbuka untuk
mengisi jabatan yang lowong di lingkup pemerintah kabupaten sinjai
berdasarkan mekanisme pelaksanaan yang telah penulis uraikan diatas.
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Dimulai dari proses pengumuman dan persyaratan bagi kandidat
calon yang menurut penulis telah dilakukan secara luas dan terbuka bagi
seluruh aparatur sipil negara di kabupaten sinjai yang memenuhi
persyaratan untuk mencalonkan diri, pengumuman yang dilakukan telah
sejalan dengan asas keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap
hak masyarakat untuk memperolah informasi yang benar dalam
penyelenggaraan Manajemen ASN bersifat terbuka untuk publik, asas
profesionalitas, asas keadilan dan kesetaraan bahwa pengaturan
penyelenggaraan ASN harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan
untukmemperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai Pegawai
ASN dimana pengumuman dilakukan secara terbuka dan luas di
lingkungan pemerintahan kabupaten sinjai, dengan melampirkan jadwal
pelaksanaan secara lengkap disertai dengan persyaratan yang
mengisyaratkan hanya kandidat yang memenuhi persyaratan dengan
kriteria sebagaimana ditentukan sehingga akan hadir kandidat-kandidat
yang professional dan memilik keahlian serta kemampuan di bidangnya
masing-masing.
Selanjutnya asas keterpaduan adalah pengelolaan Pegawai ASN
didasarkan pada satu sistem pengelolaan yang terpadu secara nasional
dan asas akuntabilitas yang menekanan bahwa setiap kegiatan dan hasil
akhir dari kegiatan Pegawai ASN harus dapat dipertanggungjawabkan
kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, dapat dilihat dalam langkah-langkah yang dilakukan panitia
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seleksi melaksanakan kordinasi dengan KASN dalam tahapan-tahapan
seleksi terbuka yang dilakukan sehingga sistem pengelolaan aparatur sipil
negara secara terpadu dalam satu sistem akan mudah dilakukan serta
kegiatan dan kebijakan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan
karena setiap langkah yang diambil dalam proses pelaksanaan seleksi
terbuka dilakukan dengan dasar hukum sesuai peraturan perundang-
undangan, ketika setiap tindakan dilakukan dalam koridor yang tepat
dengan dasar hukum yang tepat pula maka secara otomatis asas
kepastian hukum yang bermakna dalam setiap penyelenggaraan
kebijakan dan Manajemen ASN, mengutamakan landasan peraturan
perundangundangan, kepatutan, dan keadilan akan terpenuhi.
4.2. Implikasi Hukum Pelaksanaan Pengisian Jabatan Pemerintahan
Melalui Sistem Seleksi Terbuka Di Kabupaten Sinjai
Pengisian jabatan pemerintahan melalui sistem seleksi terbuka
dilaksanakan dengan tujuan untuk memilih aparatur yang memiliki
kapasitas, kompetensi dan integritas yang memadai untuk mengisi
posisi/jabatan tertentu sehingga dapat menjalankan tugas yang lebih
efektif dan efisien seleksi terbuka merupakan salah satu cara untuk
memperkecil potensi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) karena
rekrutmen jabatan dilakukan secara transparan, menggunakan indikator
tertentu dan dilakukan oleh pihak yang netral dan kompeten melakukan
seleksi.
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PNS yang diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu pada
Instansi Pemerintah merupakan salah satu bagian dari Manajemen ASN
dengan prinsip yang dilaksanakan berdasarkan prinsip profesional, dan
menghindari   praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk melaksankan
prinsip itu, Manajemen ASN dilaksanakan dengan sistem merit,
sebagaimana ditegaskan pada pasal 51 Undang-Undang ASN yang
menyatakan Manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan Sistem Merit,
yaitu kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi,
kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan
latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin,
status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
Pada pasal 2 UU ASN mengatur bahwa Penyelenggaraan kebijakan
dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas-asas umum pemerintahan
yang baik, khususnya asas kepastian hukum, asas profesionalitas, asas
proporsionalitas, asas netralitas, asas akuntabilitas, asas keterbukaan,
asas nondiskriminatif dan asas keadilan dan kesetaraan. Salah satu asas
yang kemudian menjadi penting untuk menjadi perhatian adalah asas
kepastian hukum dimana setia tindakan pemerintah wajib memiliki dasar
hukum yang kuat sehingga tindakan pemerintah tersebut sah secara
hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.
Tindakan pemerintahan dijalankan berdasarkan norma wewewang
pemerintah baik diperoleh secara atribusi, delegasi, maupun mandat.
Dengan demikian suatu tindakan pemerintah yang tidak didasarkan pada
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suatu peraturan perundang-undangan yang memberikan wewenang untuk
bertindak adalah sebagai tindakan yang melanggar hukum. Oleh karena
norma wewenang sebagai norma pemerintahan, maka untuk mengukur
keabsahan tindakan pemerintah dapat menggunakan 2 (dua) alat ukur
yaitu Peraturan perundang-undangan, dan/atau Asas-asas Umum
Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Karena setiap tindakan pemerintah
akan memiliki implikasi baik implikasi sosial maupun implikasi hukum,
termasuk apa yang menjadi fokus penelitian penulis dalam hal ini implikasi
hukum dari pengisian jabatan pemerintahan dengan seleksi terbuka.
Seleksi terbuka dalam rangka pengisian jabatan pemerintahan
memiliki dasar hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ASN,
juga diatur lebih lanjut dalam Permenpan-RB Nomor 13 Tahun 2014
sehingga jelas setiap tindakan yang dilakukan pemerintah dalam rangka
menjalankan amanat dari peraturan tersebut sah secara hukum dan dapat
dipertanggungjawabkan termasuk dalam hal ini pelaksanaan seleksi
terbuka pengisian jabatan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah
daerah kabupaten sinjai yang menjadi objek penelitan penulis.
Berdasarkan hasil penelitian penulis, pemerintah kabupaten sinjai
dalam melaksanakan seleksi terbuka untuk mengisi jabatan pemerintahan
yang lowong menjadikan Undang-Undang ASN sebagai dasar hukum
pelaksanaannya dan Permenpan-RB nomor 13 tahun 2014 sebagai
petunjuk teknis pelaksanaan seleksi jabatan yang kemudian menjadi
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tindakan sah pemerintah daerah kabupaten sinjai yang dapat
dipertanggungjawabkan keabsahannya.
Menurut Drs.Budiaman staf ahli Bupati Sinjai64, pasca berlakunya
Undang-Undang ASN pengisian jabatan pemerintahan di kabupaten sinjai
dilaksanakan dengan seleksi terbuka untuk posisi jabatan tinggi pratama,
namun pemerintah kabupaten sinjai juga masih menggunakan mekanisme
pengisian jabatan melalui seleksi tertutup yang dilakukan berdasarkan
rekomendasi baperjakat kepada pejabat pembina kepegawaian untuk
melakukan pengisian jabatan administrator dan (Eselon III) dan Jabatan
Pengawas (Eselon IV).
Pengisian jabatan pemerintahan yang dilaksanakan melalui seleksi
terbuka maupun seleksi tertutup yang dilakukan oleh pemerintah
Kabupaten Sinjai sah secara hukum karena dalam pelaksanaannya
dilakukan berdasarkan landasan hukum peraturan perundang-undangan
yaitu Undang-Undang ASN dan Permenpan-RB nomor 13 Tahun 2014
sebagai dasar pelaksanaan pengisian jabatan melalui seleksi terbuka
yang dalam pelaksanaannya dapat ditemui penerapan dari asas-asas
umum pemerintahan yang baik yaitu asas keterbukaan, asas
profesionalitas, asas keadilan dan kesetaraan, asas keterpaduan dan
asas akuntabilitas dan asas kepastian hukum sebagai tolak ukur sebuah
tindakan pemerintah dilakukan dengan tujuan mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik.
64 Drs Budiaman Wawancara dillakukan pada tanggal 19 desember 2016 di kantor
sekretariad daerah kabupaten sinjai
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Adapun pengisian jabatan melalui seleksi tertutup masih
menggunakan aturan dan mekanisme sebelum berlakunya Undang-
Undang ASN yaitu dengan penunjukan oleh pejabat pembina
kepegawaian dengan memperhatikan rekomendasi dari baperjakat
sebagai badan pemerintah yang bertugas melakukan pertimbangan
jabatan dan kepangkatan dari pegawai-pegawai aparatur sipil negara.
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah bahwa
pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintah dapat
membentuk organisasi perangkat daerah yang pembentukkannya
disesuaikan dengan keadaan masing-masing daerah dan menjadi
kewenangan kepala daerah sebagai perwakilan pemerintah.
Pengisian jabatan dengan seleksi tertutup yang masih digunakan
oleh pemerintah kabupaten sinjai dilakukan karena dalam Undang-
Undang ASN hanya mewajibkan pelaksanaan seleksi terbuka untuk
jabatan pimpinan tinggi (Eselon I dan II) sehingga untuk melakukan
pengisian jabatan administrator dan jabatan pengawas masih dilakukan
dengan mekanisme lama. Meskipun hal ini dirasakan tidak sesuai dengan
semangat reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik
karena masih rentan dengan potensi KKN dalam pelaksanaannya
termasuk kemungkinan menempatkan pejabat tidak sesuai dengan
kompetensi yang dimiliki, namun pilihan tersebut tetap merupakan
tindakan pemerintah yang sah karena dilakukan dengan dasar hukum
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Pengisian jabatan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sinjai
untuk mengisi jabatan administrator ini menurut penulis jika dilihat lebih
jauh sebenarnya lebih bersifat mutasi ataupun promosi jabatan yang
dilakukan untuk melakukan “penyegaran” dalam lingkungan birokrasi
kabupaten sinjai. Para pejabat yang di pilih sebelumnya adalah para
pejabat yang sebelumnya telah menduduki jabatan yang setara dengan
jabatan baru, misalnya sekretaris dinas yang merupakan jabatan
administrator (setara eselon III) untuk hal ini dapat dibenarkan karena
dalam Undang-Undang ASN pasal 72 ayat (3) ditentukan bahwa:
“Promosi Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional PNS
dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian setelah mendapat
pertimbangan tim penilai kinerja PNS pada Instansi Pemerintah.”
Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ASN tersebut terlihat
bahwa pelaksanaan seleksi secara tertutup dengan memperhatikan
rekomendasi baperjakat sebagai penilai kinerja pegawai ASN pada
instansi pemerintah untuk memilih pejabat yang akan mengisi jabatan
administrator di Kabupaten Sinjai merupakan sebuah tindakan yang sah
menurut hukum.
Salah satu tujuan dilakukan seleksi terbuka untuk pengisian jabatan
pemerintahan adalah untuk mendapatkan pejabat pemerintahan yang
memiliki kompetensi mumpuni di bidangnya sehingga dapat
melaksanakan tugas yang diberikan sebagai tanggung jawab atas jabatan
yang diemban secara baik. Untuk mengetahui hal tersebut berhasil atau
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tidak salah satu cara yang digunakan adalah dengan melihat kinerja dan
hasil kerja pejabat yang dipilih melalui kedua mekanisme tersebut.
Menurut bapak A. Zainal Abidin Nur65, dalam kapasitasnya sebagai
kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sinjai beliau mengatakan
bahwa meskipun pejabat yang dipilih melalui seleksi terbuka baru
menjabat kurang lebih 1 tahun namun dibandingkan dengan pejabat yang
dipilih melalui seleksi tertutup oleh bupati sebagai pejabat pembina
kepegawaian memiliki kinerja yang lebih baik dan dapat bekerja maksimal
karena merupakan individu yang memang memiliki kompetensi di bidang
dimana dia ditempatkan juga sesuai dengan bidang keilmuan yang
dimilikinya, sehingga teori teori dari ilmu yang dimiliki dapat digunakan
secara baik dalam praktiknya menjalankan tugas sebagai pejabat
pemerintahan.
Pengisian jabatan pemerintahan dengan seleksi terbuka dianggap
merupakan cara yang lebih tepat untuk memilih pejabat yang memiliki
kompetensi sehingga pelaksanaan pemerintahan juga dapat dilakukan
secara maksimal. Namun dibalik kelebihannya tersebut juga tentunya
masih ditemukan kekurangan dan faktor penghambat diantaranya
pelaksanaan seleksi memakan waktu yang relatif lama dan biaya yang
besar. Proses seleksi yang melibatkan berbagai lembaga terkait seperti
Badan Kepegawaian Negara, Kemenpan dan RB dan Perguruan tinggi
sehingga membutuhkan biaya yang besar untuk keperluan panitia seleksi.
65 Wawancara dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2016 di Kantor Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Sinjai
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Disamping proses seleksi tentu harus melewati prosedur standar bagi
setiap daerah, ini menyebabkan proses seleksi berjalan relatif lama.
Kedua, mekanisme seleksi juga tidak menjamin hasilnya baik, mengingat
pengalaman bernegara kita ada saja oknum-oknum yang diberi
kepercayaan tertentu kurang amanah, dalam budaya birokrasi dan
bernegara kita selama ini selalu saja ada oknum yang ketika mendapat
amanah dalam sebuah jabatan berubah dan kehilangan integritasnya dan
yang ketiga adalah adanya pandangan di kalangan masyarakat maupun
dalam lingkungan para pegawai ASN bahwa mekanisme seleksi terbuka
sama saja dengan mekanisme seleksi tertutup karena pada akhirnya
keputusan berada di tangan pejabat pembina kepegawaian untuk
menentukan pejabat pilihannya, namun hal ini setidaknya memberikan
pilihan kepada pejabat pembina kepegawaian untuk menentukan orang





1. Mekanisme pengisian jabatan pemerintahan melalui seleksi terbuka
dimulai dengan membentuk panitia seleksi, panitia seleksi
melaksanakan seleksi dengan dibantu oleh tim penilai kompetensi
yang independen. Setelah terbentuk panitia seleksi maka panitia
seleksi melakukan koordinasi dengan komisi aparatur sipil negara.
Selanjutnya untuk tata cara pelaksanaan, diawali dengan melakukan
pengumuman seleksi pengisian jabatan pemerintahan beserta
tahapan pelaksanaan dan persyaratan pendaftaran. Kemudian
dilakukan seleksi berkas administrasi pendaftaran peserta dan
hasilnya diumumkan untuk kemudian dilakukan seleksi kompetensi
dan wawancara masing-masing calon. 3 calon dengan nilai tertinggi
dinyatakan lulus seleksi, Hasil penilaian beserta peringkatnya
disampaikan oleh Panitia Seleksi kepada pejabat pembina
kepegawaian untuk memilih 1 nama calon pejabat juga diberitahukan
kepada KASN. Panitia Seleksi mengumumkan hasil dari setiap tahap
seleksi secara terbuka.
2. Implikasi Hukum pengisian jabatan pemerintahan dengan seleksi
terbuka maupun seleksi tertutup adalah sah secara hukum karena
dilakukan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan
dalam hal ini undang-undang aparatur sipil negara sebagai landasan
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hukum pelaksanaannya, juga menerapkan prinsip yang terkandung
dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam upaya
pemerintah melaksanakan reformasi birokrasi untuk menciptakan
tata kelola pemerintahan yang baik.
5.2. SARAN
1. Pengisian jabatan secara terbuka sebaiknya dilakukan secara
berkelanjutan dengan perbaikan-perbaikan dalam pelaksanaannya
dengan melihat dari pelaksanaan-pelaksanaan sebelumnya.
Mengingat adanya prinsip keterbukaan dalam pengisian jabatan
yang mengutamakan sistem merit. Selain itu, dapat mengurangi
potensi adanya politik kekerabatan dan praktek praktek nepotisme
dalam proses pengisan jabatan pemerintahan
2. Perlu dibuat peraturan pelaksanaan dengan mengatur tata cara
pengisian jabatan pemerintahan untuk jabatan administrator dan
jabatan pengawas dengan melakukan perbaikan dari apa yang
menjadi kekurangan pengisian jabatan tinggi yang telah dilakukan
saat ini, sehingga kedepan sistem pengisian jabatan pemerintahan
dapat dilaksanakan dengan baik karena memiliki dasar hukum dan
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